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ABSTRAK .
Setiap manusia pada dasarnya diliputi oleh adanya resiko. Asuransi adalah suatu pengalihan resiko vang |
terjadi dari adanya perjanjian pertanggungan antara tertanggung dengan perusahaan asuransi, karena adanya
suatu resiko atas kerugian yang dialami tertanggung dialihkan kepada penanggung, akibat perjanjian itu
penanggung wajib memberi ganti rugi kepada tertanggung sesuai yang sudah diperjanjikan. Asuransi
Kecelakaan diri merupakan asuransi dengan manusia sebagai kepentingan interest yang diasuransikan
Prinsip yang sangat bermanfaat dalam menentukan penyebab kerugian yaitu Prinsip Penyebab Dominan
(Proximate Cause). Banyak kasus yang berhubungan dengan Prinsip Penyebab Dominan (Proximate (ause).
contohnya Tertanggung mengklaim kepihak Penanggung mengenai kerugian yang dideritanya tetapi
penyebab kerugian tersebut tidak dijamin di dalam polis. Penelitian ini dilakukan di PT. Jasaraharja Putera
Cabang Padang, yang bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip penyebab dominan (proximate cause)
dalam penyelesaian klaim asuransi kecelakaan diri pada PT. Jasarahrja Putera Cabang Padang, serta untuk
mengetahui hambatan-hambatan yang ditemukan dalam menerapkan prinsip tersebut dan upaya dalam
mengatasinya. Metode penelitian menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis, yakni pendekatan vang
menekankan pada aspek hukum, yang berkenaan dengan pokok masalah dikaitkan dengan prakiek di |
lapangan, dan penelitian ini bersifat deskriptif. Data yang dipergunakan adalah data primer yaitu dala yang
diperoleh langsung dari lapangan dengan cara wawancara, serta data skunder yang berupa studi kepustakaan.
Analisa data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh : 1) Proses
Penyelesaian Klaim Asuransi Kecelakaan Diri sesuai dengan Polis Asuransi Kecelakaan Diri No:
JRP.0093.002. 2) Penyelesaian Klaim didasarkan adanya Prinsip Penyebab Dominan (Proximate Cause)
| untuk mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan tersebut dijamin atau tidak dijamin dalam polis asuransi
dengan tolak ukur, yaitu hasil wawancara, hasil survey dan polis asuransi kecelakaan diri No.JRP.0093.002 3)
Hambatan yang muncul saat Menerapankan Prinsip Penyebab Dominan (Proximate Cause) dalam
Penyelesaian Klaim, yaitu terjadinya perdebatan antara tertanggung dan penanggung dalam menetapkan
penyebab dominan (proximate cause) dari suatu kejadian dan tempat lokasi kejadian yang jauh dari kantor
cabang. Diharapkan bagi Pihak Asuransi, didalam menerapkan prinsip tersebut harus sesuai dengan ketentuan
yang berlaku dan bagi nasabah pada saat mengasuransikan dirinya harus membaca isi polis sebelum
menyetujui untuk bergabung dengan asuransi tersebut.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman kian lama kian pesatnya, kecanggihan teknologi dan
informasi sudah merajai di berbagai bidang kehidupan manusia. Hal tersebut
sangatlah berpengaruh dalam kehidupan manusia mendatang, tidak hanya di
Indonesia namun secara global pengaruhnya akan semakin terasa. Pengaruh yang
paling menonjol adalah meningkatnya kebutuhan manusia. Dahulu manusia
hanyalah ingin memenuhi tiga kebutuhan saja, yaitu sandang, pangan dan papan.’
Sekarang ini manusia tidak hanya ingin memenuhi ketiga kebutuhan tersebut
melainkan semua kebutuhan lain yang juga ingin mereka penuhi. Seperti halnya
untuk kebutuhan yang belum pasti di masa mendatang manusia sudah terlebih
dahulu ingin memenuhinya mulai dari sekarang, sebagai contchnya kebutuhan di
hari tua maka manusia sudah menyiapkan dana pensiun untuk kelak di masa yang
akan datang, anak-anak yang belum sekolah sudah disiapkan dananya mulai
tingket dasar hingga perguruan tinggi. Hal tersebut menjadikan semakin
kompleksnya kebutuhan manusia sehingga ingin semua kebutuhan mereka dapat
tercukupi. Setiap manusia pada dasarnya diliputi oleh adanya resiko.

Sri Rejeki Hartono mengatakan bahwa :

Untuk memenuhi kebutuhan yang belum pasti di masa yang akan datang

tersebut maka sebagian manusia memerlukan asuransi. Karena asuransi

merupakan salah satu buah peradaban manusia dan merupakan suatu hasil
evaluasi kebutuhan manusia yang sangat hakiki ialah kebutuhan akan rasa

! Pungky Jati Aji Suprabaws, Asuransi Jiwa (Studi tentang Pelaksanaan Link Assurance
di PT. Prudential Life Surakarta), Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah,
Surakarta, 2010, him. 1




aman dana terlindung, terhadap kemungkinan menderita kerugian.
Asuransi merupakan buah pikiran dan akal budi manusia untuk mencapai
suatu keadaan yang dapat memenuhi kebutuhannya, terutama sekali untuk
kebutuhan-kebutuhannya yang hakiki sifatnya antara lain rasa aman dan
terlindung. Disadari bahwa asuransi mempunyai fungsi ganda atau
rangkap yaitu pertama, karena ia menawarkan jasa proteksi kepada yang
membutuhkan, maka ia dapat berposisi sebagai lembaga yang
menyediakan diri untuk dalam keadaan tertentu menerima risiko pihak-
pihak lain, khusus risiko-risiko ekonomi. Dengan mekanisme kerja yang
ada padanya, setiap kemungkinan menderita kerugian dapat dengan tepat
dan cepat diatasi. Kedua, scluruh perusahaan asuransi yang baik dan maju
akan dapat memberikan Kesempatan kerja terhadap sekian tenaga kerja
yang dapat menghidupi sekian orang dari masing-masing keluarganya dan
dapat menghimpun dana dari masyarakat luas, karena penutupan asuransi,
yang selalu diikuti dengan pembayaran premi. Jadi sebagai lembaga
asuransi dapat berfungsi sebagai lembaga pelimpahan resiko dan lembaga
penyerap dana dari masyarakat.?

Kita amati secara seksama tklim perekonomian yang terjadi saat ini begitu
bergejolak, sehingga hal itu menyebabkan tingkat aktifitas yang meningkat
kemudian berakibat pada tingkat kebutuhan yang meningkat pula, dan secara
otomatis hal ini berpengaruh pada resiko terhadap kecelakaan-kecelakan diri yang
tidak terprediksi kapan akan terjadi. Dengan banyaknya produk perasuransian dan
perusahaan asuransi maka masyarakat diberi kebebasan untuk memilih lembaga
asuransi yang sesuai dan dibutuhkan dalam kehidupannya. Asuransi adalah suatu
pengalihan resiko yang terjadi dari adanya perjanjian pertanggungan antara
tertanggung dengan perusahaan asuransi, karena adanya suatu resiko atas kerugian
yang dialami tertanggung dialihkan kepada penanggung, akibat perjanjian itu
penanggung wajib memberi ganti rugi kepada tertanggung sesuai yang sudah
diperjanjikan.

Pemberian ganti rugi dari penanggung kepada tertanggung merupakan
pengalihan resiko (risk transfer) dimana tertanggung menyadari bahwa ada

% 8ri Rejeki Hartono, Hukum Asuransi dan Perusahan Asuransi, Sinar Grafika, Jakarta,
1992, hlm., 30




ancaman bahaya terhadap harta kekayaan atau jiwanya dan secara
ekonomi kerugian material/korban jiwa/cacat raga akan mempengaruhi
perjalanan hidup seseorang atau ahli warisnya. Untuk menghilangkan atau
mengurangi beban resiko tersebut, pihak tertanggung berupaya mencari
jalan kalau ada pihak lainyang bersedia mengambil alih beban resiko
ancaman bahag'a dan tertanggung sanggup membayar kontra prestasi yang
disebut premi.

Pengalihan resiko dari asuransi ini merupakan penegasan bahwa asuransi
bukan perjanjian untung-untungan, karena pengalihan resiko tersebut diimbangi
dengan premi oleh tertanggung yang seimbang dengan beratnya resiko yang
dialihkan tetapi dalam perjanjian untung-untungan (chance agreement) para pihak
sengaja melakukan perbuatan untung-untungan yang tidak digantungkan pada
prestasi yang seimbang misalnya perjudian dan pertaruhan, tidak hanya itu unsur
kepentingan merupakan syarat mutlak yang harus ada pada tertanggung, apabila
syarat ini tidak ada maka ancamannya adalah asuransi itu batal (void), dalam
perjanjian untung-untungan, unsur kepentingan itu tidak ada.*

Kecelakaan diri dapat terjadi dimana saja, kapan saja, dan kepada siapa
saja, maka kita sebagai manusia tidak dapat menolak hal ini terjadi, akan tetapi
hal itu dapat diminimalisir akibatnya dengan menggunakan sebuah pertanggungan
atau yang lazim di sebut asuransi. Salah satu jenis asuransi yang dikenal sekarang
ini adalah asuransi kecelakaan diri. Asuransi Kecelakaan diri merupakan asuransi
dengan manusia sebagai kepentingan (imteresf) yang diasuransikan. Berbeda

dengan asuransi kerugian, dengan harta benda sebagai kepentingan yang di

asuransikan.

1 Abdulkadir Muhammead, Hukum Asuransi Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung,
2002, him. 12

* Reny Aswita, Asuransi Kecelakaan Diri terhadap Wisatawan di Daerah Objek Wisata
(Siudi pada PT. Jasaraharja Putera Cabang Medan), Skripsi Fakultas Hukum Universitas
Sumatera Utara, 2007, him. 7




Asuransi kecelakaan diri ini merupakan salah satu produk yang dikelola
oleh PT. Jasaraharja Putera Cabang Padang. Asuransi kecelakaan diri termasuk
diri dalam ruang lingkup pertanggungan, mulai dari tertanggung meninggalkan
rumah menuju ketempat ketja, sekolah, selama menjalankan tugas/belajar dart
perjalanan kerumah dalam wilayah Indonesia. Asuransi kecelakaan diri tidak
hanya diberikan kepada masyarakat secara umum, dalam arti semua orang boleh
ikut serta, begitu juga dengan pelajar dalam arti anak didik. Dari penjelasan ini
dapat kita lihat betapa penting dan besarnya manfaat dari asuransi bagi diri
manusia. Pembayaran dana santunan pada korban asuransi kecelakaan diri sesuai
dengan isi perjanjian yang tercantum dalam polis asuransi. Hal itu diatur dalam
peraturan polis asuransi kecelakaan diri PT. Jasaraharja Putera No: JRP.0093.002.
PT. Jasarahacja Putera merupakan anak perusahan PT. Jasa raharja (Persero).

Dalam bisnis asuransi, ada beberapa prinsip asuransi yang harus
diterapkan baik oleh perusahaan asuransi maupun oleh masyarakat tertanggung.
Setidaknya prinsip dimaksud antara lain adalah prinsip insurable interest, prinsip
utmost good faith, prinsip indemnity, prinsip proximate cause, prinsip contribution
dan subrogasi.’® (penjelasannya pada hlm.17)

Dari 6 prinsip yang ada dalam asuransi, prinsip yang berhubungan dengan
klaim yaitu prinsip proximate cause, prinsip insurable interest, dan prinsip
indemnity. Tetapi prinsip yang sangat bermanfaat dalam menentukan penyebab
kerugian (yang dijamin atau tidak dijamin dalam polis) yaitu prinsip Penyebab
dominan (proximate cause). Definisi dari prinsip penybab dominan (proximate

cause) yaitu suatu sebab aktif, efisien yang mengakibatkan jadinya suatu peristiwa

* Op.cit, him. 96




secara berantai tanpa intervensi suatu kekuatan lain, diawali dan bekerja dengan
aktif dari suatu sumber baru dan independen. Dapat juga diarttkan bahwa
Proximate éause bukanlah penyebab yang pertama (first cause) atau penyebab
yang terakhir (Jast cause), tapi adalah penyebab yang dominan (dominant cause),
atau penyebab yang efisien/berpengaruh (efficient/operative cause). Misalnya
kasus seseorang tentara memiliki polis asuransi kecelakaan, yang didalamnya
mengecualikan risiko akibat tidak langsung dari perang. Ia meninggal tertabrak
kereta api sewaktu melakukan inspeksi sepanjang rel kereta api dalam masa
peperangan. Penyebab Dominan (Proximate cause) kematiannya adalah
kecelakaan tetapi secara tidak langsung akibat perang. Perang sebenarnya
penyebab yang terpisah tetapi rumusan polis telah mengecualikan akibat secara
langsung atau tidak Jangsung dari peperangan.

Munir fuady mengatakan bahwa :

“Prinsip Penyebab dominan (proximate cause) ini digunakan dalam

menetapkan sejauh mana si pelaku perbvatan melawan hukum mesti

bertanggung jawab atas tindakannya itu. Karena adalah layak dan adil jika

seseorang diberikan tanggung jawab hanya terhadap akibat yang dapat

diramalkan akan terjadi (foreseen), maka konsep penyebab dominan

(proximate cause) menepatkan elemen forseeability (akibat yang mestinya
dapat dibayangkan) sebagai faktor utama.”

Prinsip penyebab dominan (proximate cause) ini penting dalam
membicarakan klaim Asuransi Kecelakaan Dirl, karena mungkin lebih dari [
cause yang membuat kondisi mengakibatkan klaim, untuk itu perlu ditentukan

penyebab yang efektif dan dominan (the dominant and effective cause) yang

 Munir Fuady, Hukum Bisnis Buku Keempat, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997,
him. 259




menyebabkan klaim, walaupun dalam banyak kasus hal ini tidak mudah
ditentukan,’

Banyak kasus yang berhubungan dengan prinsip penyebab dominan
(proximate cause), contohnya banyaknya Temmggung yang mengklaim kepihak
Penanggung mengenai kerugian yang dideritanya tetapi penyebab kerugian
tersebut tidak dijamin di dalam polis, maka Penanggung tidak akan memberikan
santunan/ganti rugi kepada Tertanggung. Dalam hal klaim yang diajukan oleh
tertanggung kepada pihak Penanggung maka Tertanggung harus berkata jujur
mengenai penyebab terjadinya kerugian tersebui, tetapi ada juga beberapa
tertangung yang berbohong. Misalnya, tertanggung tersebut mengalami suatu
kerugian bukan karena kecelakaan lalu lintas yang ada tetapi karena penyakit yang
dideritanya. Seharusnya si tertanggung memberitahukan penyakit yang
dideritanya pada saat mengasuransikan dirinya kepada pthak Penanggung.

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk mengkaji secara
mendalam tentang prinsip Penyebab Dominan (Proximate Cause) IdaIam klaim
asuransi kecelakaan diri maka penulis mengambil judul “PENERAPAN
PRINSIP PENYEBAB DOMINAN (PROXIMATE CAUSE) DALAM
PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI KECELAKAAN DIRI_PADA PT.
JASARAHARIJA PUTERA CABANG PADANG”,

. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang diteliti sebagai berikut :
1. Bagaimana proses penyelcsaian klaim asuransi kecelakaan diri pada PT.

Jasaraharja Putera Cabang Padang?

7 http://lulusujianaamai.com, diakses pada tanggal & november 2012



2. Bagaimana penerapén prinsip Penyebab Dominan (Proximate Cause) dalam
penyelesaian klaim asuransi kecelakaan diri pada PT. Jasaraharja Putera
Cabang Padang?

3. Hambatan apa saja yang muncul saat menerapankan prinsip penyebab dominan
(Proximate Cause) dalam penyelesaian klaim asuransi kecelakaan diri pada PT.
Jasaraharja Putera Cabang Padang serta upaya mengatasinya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses penyelesian klaim asuransi kecelakaan diri pada PT.
Jasaraharja Putera Cabang Padang.

2. Untuk mengetahui penerapan prinsip Penyebab Dominan (Proximate Cause)
dalam penyelesaian klaim asuransi kecelakaan diri pada PT. Jasaraharja Putera
Cabang Padang.

3. Untuk mengetahui hambatan yang timbul pada penerapan prinsip Penyebab
Dominan (Proximate Cause) dalam penyelesaian klaim asuransi kecelakaan
diri pada PT. Jasaraharja Putera Cabang Padang serta upaya dalam mengatasi
hambatan tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Secara Teoritis:

a) Penelitian ini bermanfaat menambah serta memperluas wawasan
pengetahuan penulis dalam karya ilmiah, dimana penulisan ini merupakan
sarana untuk memaparkan dan memantapkan ilmu pengetahuan terutama
dalam Kajian llmu Perdata Bisnis khususnya dalam hal penerapan prinsip

penyebab dominan (proximate cause) dalam penyelesaian klaim asuransi

kecelakaan diri pada PT. Jasaraharja Putera Cabang Padang.




b) Menambah Literatur dalam mempelajari Hukum Perdata Bisnis.
Secara Praktis ;

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat maupun
instansi dalam penerapan penyebab dominan (proximate cause) dalam
menyelesaikan klaim asuransi kecelakaan diri.

. Metode Penelitian
1. Pendekatan Masalah

Untuk melengkapi bahan atau data kongkrit dan jawaban yang objektif,
ilmiah serta dapat diperlanggung jawabkan, maka penulisan ini menggunakan
pendekatan yuridis sosiologis, yakni pendekatan yang menekankan pada aspek
hukum, yang berkenaan dengan pokok masalah, dikaitkan dengan praktek
lapangan yaitu tentang penerapan prinsip penyebab dominan (proximate cause)
dalam penyelesaian klaim asuransi kecelakaan diri pada PT. Jasaraharja Putera
Cabang Padang,

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dari penelitian ini adalah :

a. Penelitian Kepustakan (Library research), yakni penelitian yang dilakukan
atau ditujukan bhanya pada peraturan-peraturan tertulis, penelitian ini
dilakukan di :

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas

2. Perpustakaan Fakultas Hukum Pancasila Universitas Andalas

3. Buku serta bahan-bahan kuliah yang penulis miliki

b. Penelitian lapangan (field research), penelitian lapangan ini dilakukan di :

1. PT. Jasaraharja Putera Cabang Padang




2. Tempat Tertanggung
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut
a. Data Sekunder
Data ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan (Jibrary research), yakni

penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan

tertulis.
Data sekunder ini telah diolah yang meliputi :
1) Bahan Hukum Primer
Yaitu bahan hukum yang mengikat dan membantu didalam :
a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
b) Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD)
¢) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, tentang Usaha
Perasuransian
d) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992, tentang Usaha
Perasuransian
e) Polis Asuransi Kecelakaan Diri No : JRP.0093.002
2) Bahan Hukum Sekunder
Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur atau hasil
penelitian yang berupa :
a. Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian
b. Makalah-makalah yang berhubungan dengan permasalahan yang
penulis teliti yang diperoleh dari beberapa perpustakaan.

3) Bahan Hukum Tersier

Adapun bahan hukum tertier yaitu :




a) Kamus-kamus hukum
b) Ensiklopedia umum dan Ensiklopedia Hukum
b. Data Primer
Yaitu data yang belum terolah, dimana data ini didapat dari penelitian

lapangan di PT. Jasaraharja Putera Cabang Padang.

3. Populasi dan Sampel
a, Populasi
Populasi adalah seluruh obyek atau seiuruh individu atau seluruh
gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang mempunyai ciri-cirl atau
karakteristik yang sama.® Populasi dalam penelitian ini adalah PT.
Jasaraharja Putera Cabang Padang. Oleh karena itu dengan menggunakan
populasi tersebut, akan diperoleh data yang akurat dan tepat dalam penulisan
ini.
b. Sampel
Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili
populasinya.” Penarikan sampel, merupakan suatu proses dalam memilih
suatu bagian dari suatu populasi yang berguna untuk menentukan bagian-
bagian dari obyek yang akan diteliti. Untuk memilih sampel yang
representatif diperlukan Teknik sampling.
Dalam penelitian ini, teknik penarikan sampel yang digunakan
teknik purposive sampling yaitu sampel yang dipilih berdasarkan

pertimbangan atau penelitian subjektif dari penelitian, jadi dalam hal ini

* Soerjono Sockanto, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia.
Jakarta, 2008, hlm.10
® Burhan Ashshofe, Metode Penelitian Hukum, PT. Rincka Cipta, Jakaria, 2004, him.79
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peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili

populasi.'’ Berdasarkan hal tersebut, maka sampel penelitiannya yaitu
Tertanggung pada PT. Jasarahatja Putera Cabang Padang berkaitan dengan
prinsip Penyebab Dominan (Proximate Cause) dalam masalah kiaim dari
tahun 2012 sampai 2013.
Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut :
1. Kepala Seksi Klaim & Umum PT, Jasaraharja Putera Cabang Padang,
2. Honorer bagian Klaim PT. Jasaraharja Putera Cabang Padang.
3. Beberapa tertanggung yang bermasalah dalam klaim dari tahun 2012
sampai dengan 2013 pada PT, Jasaraharja Putera Cabang Padang.
4. Teknik Pengumpulan Data
Dalam melakukan penelitian penulis memperoleh keterangan dan data
diatas dengan cara :
a. Studi dokumen untuk pengumpulan data sekunder
b. Observasi dan wawancara untuk pengumpulan data primer
5. Teknik Pengolahan dan Analisa Data
a. Teknik pengolahan data
Setelah semua data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder
kemudian dilakukm pengolahan data melalui proses :

1. Editing

0 tbid, him.91
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Dimana data yang diperoleh tersebut terlebih dahulu diperiksa atau
diteliti untuk menjamin apakah data tersebut sudah dapat dipertanggung
jawabkan sesuai dengan Kenyataan,

2. Coding

Kemudian data tersebut akan dikategorikan dengan cara pemberian

simbol menurut Kriteria yang ditentukan atau diperlukan pada dafiar
pertanyaan.
b. Analisis Data
Metode yang digunakan dalam menganalisa data pada penelitian ini adalah
analisa kualitatif, dimana data yang diperoleh akan dianalisis tidak
menggunakan rumus statistik/numerik karena data tidak berupa angka-angka
melainkan menggunakan uraian-uraian kalimat yang logis dengan
berdasarkan pada pendapat para ahli.
6. Sifat Penelitian
Dalam penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif yaitu data
yang berbentuk uraian-uraian kalimat yang terbentuk secara sistematik yang
menggambarkan hasil penelitian dan pembahasan.
Soerjono Soekanto mengatakan bahwa :
“Penelitian bersifat deskriptif, yaitu data-data yang menggambarkan secara
tepat dan teliti tentang sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau
kelompok tertentu, atan untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau

untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara satu gejala dengan gejala
lain dalam suatu masyarakat.” *!

11 goerjono Sockanto, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia,
Jakarta, 2008, him.10
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F. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan ini dibagi menjadi 4 (empat) BAB, yaitu :
1. BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini dijelaskan secara [uas latar belakang dari permasalahan yang

dibahas. Menguraikan rumusan masalah yang memuat pertanyaan-pertanyaan
yang menjadi inti permasalahan, mengenat tujuan penelilian, manfaat
penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

2. BAB Il TINJAUAN PUSTAKA
Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai tinjauan wmum tentang
asuransi, tinjuan umum tentang asuransi kecelakaan diri, dan tinjuan umum
tentang prinsip proximate cause.

3. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dalam bab ini membahas mengenai hasil penelitian yang berupa data-data
yang diperoleh, sesvai yang dijelaskan pada bab pendahuluan, kemudian
langsung dianalisa. Analisa diarahkan untuk menjawab semua rumusan
masalah, Menjelaskan penerapan prinsip proximate cause dalam
penyelesaian kiaim asuransi kecelakaan diri dan juga menjelaskan hambatan-
hambatan yang ditemukan pada penerapan prinsip proximate cause dalam
penyelesaian klaim bagi tertanggung serta cara mengatasi hambatan tersebut.

4, BAB IV PENUTUP

Berisikan kesimpulan yang diperoleh dari permasalahan yang diajukan

berdasarkan temuan dilapangan dan saran-saran penulis.




BABI
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Asuransi

1. Pengertian dan Tujuan Asuransi

a) Pengertian Asuransi

Secara etimologis, istilah asuransi berasal dari bahasa Belanda yakni
Assurantie yang terdiri dari kata “assuradeur” yang berarti penanggung dan
“geassureerde” yang berarti tertanggung. Kemudian dalam bahasa Prancis disebut
“Assurance” yang berarti menaggung sesuatu yang pasti terjadi.

Sedangkan dalam bahasa latin disebut “dssecurare” yang berarti
menyakinkan orang, Selanjutnya bahasa Inggris kata asuransi disebut “Insurance”
yang berarti menanggung sesuatu yang mungkin atau tidak mungkin terjadi dan
“dssurance” yang berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi.””

Di Indonesia pengertian Asuransi menurut Undang-undang Nomor 2
Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1
adalah sebagai berikut:

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih,

dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung,

dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada
tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang
diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak .ketiga yang
mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang

tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan
atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan,

Berdasarkan definisi tersebut di atas maka asuransi merupakan suatu

bentuk perjanjian dimana harus dipenuhi syarat sebagaimana dalam Pasal 1320

2 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi, PT Raja Grafindo,
Jakarta, 2008, him, 292




KUH Perdata, namun dengan karakteristik bahwa asuransi adalah persetujuan
yang bersifat untung-untungan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1774 KUH
Perdata,

Menurut Pasal 1774 KUH Perdata, “Suatu persetujuan untung-untungan
(kans-overeenkomsf) adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung
ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, bergantung kepada
suatu kejadian yang belum tentu”.

Beberapa hal penting mengenai asuransi, yaitu:

a. Merupakan suatu perjanjian yang harus memenuhi Pasal 1320 KUH

Perdata;

b. Perjanjian tersebut bersifat adhesif artinya isi perjanjian tersebut sudah
ditentukan oleh Perusahaan Asuransi (kontrak standar);

¢. Terdapat 2 (dua) pihak di dalamnya yaitu Penanggung dan Tertanggung,
namun dapat juga diperjanjikan bahwa Tertanggung berbeda pihak dengan
yang akan menerima tanggungan;

d. Adanya premi sebagai yang merupakan bukti bahwa Tertanggung setuju
untuk diadakan perjanjian asuransi;

e. Adanya perjanjian asuransi mengakibatkan kedua belah pihak terikat
untuk melaksanakan kewajibannya.

b) Tujuan Asuransi
Adapun yang menjadi tujuan Asuransi adalah :
a. Pengalihan Risiko
Tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan mengalihkan risiko

yang mengancam harta kekayaan atau jiwanya. Dengan membayar sejumlah
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premi kepada perusahaan asuransi (penanggung), sejak itu pula resiko beralih
kepada penanggung.
b. Pembayaran Ganti Kerugian

Jika suatu‘ ketika sungguh-sungguh terjadi peristiwa yang

menimbulkan kerugian (resiko berubah menjadi kerugian), maka kepada

tertanggung akan dibayarkan ganti kerugian yang besarnya seimbang dengan
jumlah asuransinya. Dalam prakieknya kerugian yang timbul itu dapat bersifat
sebagian (partial loss), tidak semuanya berupa kerugian total (fotal loss).
Dengan demikian, tertanggung mengadakan asuransi bertujuan untuk
memperoleh pembayaran ganti kerugian yang sungguh-sungguh diderita.
Dalam pembayaran ganti kerugian oleh perusahaan asuransi berlaku
prinsip subrogasi (diatur dalam pasal 1400 KUH Perdata) dimana penggantian
hak si berpiutang (tertanggung) oleh seoraﬁg pihak ketiga (penanggung/pihak
asuransi) yang membayar kepada si berpiutang (nilai klaim asuransi) terjadi
baik karena persetujuan maupun karena undang-undang,
2. Dasar Hekum Asuransi

Terkait dengan dasar Hukum Asuransi dapat ditemukan dalam :

a. Pasal 246 sampai dengan Pasal 308 KUH Dagang

b. Pasal 1774 KUH Perdata

c. Peraturan perundang-undangan di luar KUH Dagang dan KUH Perdata

seperti :
1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian

2) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Usaha

Perasuransian
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3. Prinsip-prinsip Asuransi
Asuransi sebagai suatu perjanjian dilengkapi juga dengan beberapa
prinsip. Hal ini supaya sistem perjanjian asuransi itu dapat dipelihara dan

dipertahankan, sebab suatu norma tanpa dilengkapi dengan prinsip cenderung

tidak mempunyai kekuatan mengikat. Prinsip-prinsip yang terdapat dalam sistem
hukum asuransi tersebut, antara lain :
a. Prinsip Indemnitas (Principle of Indemnity)

Berdasarkan Pasal 246 KUHD, “asuransi adalah suatu petjanjian
penggantian kerugian”. Maksudnya adalah bahwa penggantian kerugian dari
penanggung harus seimbang dengan kerugian yang sungguh diderita oleh
tertanggung.

b. Prinsip Kepentingan (Principle of Insurable Interest)

Menurut ketentuan Pasal 250 KUHD, kepentingan harus sudah ada
pada saat diadakan asuransi. Pasal 250 KUHD mengatakan bahwa bila
seseorang yang mempertanggungkan untuk dirinya sendiri, atau seseorang
yang atas bebannya dipertanggungkan oleh pihak ketiga, pada waktu
pertanggungan tidak mempunyai kepentingan dalam benda yang
dipertanggungkan, maka penanggung tidak wajib mengganti kerugian.

c. Prinsip Kejujuran yang Sempurna (Utinost Good Faith)

Menur‘ut ketentuan KUH Perdata Pasal 1338, “setiap perjanjian harus
dilandasi oleh itikad baik para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut”.
Hal ini juga berlaku pada perjanjian asuransi, seperti yang diatur dalam Pasal

251 KUHD.
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d. Prinsip Subrogasi pada Penanggung (Subrogation Principle)

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa apabila
tertanggung telah mendapatkan hak ganti kerugian dari penanggung, dia tidak
boleh lagi mendapatkan hak dari pihak ketiga yang telah menimbuikan
kerugian itu. Hak terhadap pihak ketiga itu beralih kepada penanggung yang
telah memenuhi ganti kerugian kepada tertanggung, Hal ini bertujuan untuk
mencegah jangan sampai terjadi bahwa tertanggung memperoleh ganti
kerugian berlipat ganda, yang bertentangan dengan asas keseimbangan atau
memperkaya diri tanpa hak.

Dalam klausula asuransi ini tidak disebutkan adanya pihak ketiga yang
telah menimbulkan kerugian.

e. Prinsip Penyebab Dominan (Proximate cause)

Kewajiban Penanggung untuk mengganti kerugian kepada tertanggung
yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang menjadi penyebab kerugian tersebut
harus tercantum dalam polis.

f. Prinsip Kontribusi (Contribution)

Seperti yang sudah diterangkan sebelumnya, asas kontribusi ini terjadi
apabila ada asuransi berganda (double insurance). Hal ini didasarkan pada
kalimat dalam klausula tersebut yang berbunyi: “Pada perusahaan asuransi
yang ditunjuk oleh Pihak Kedua.” Pihak Kedua atau Pihak Kreditur, hanya
menunjuk satu perusahaan asuransi sebagai penanggung yang akan
mengadakan perjanjian asuransi dengan Pihak Pertama atau Pihak Debitur,

sebagai bagian dari perjanjian kredit antara Kreditur dengan Debitur,
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4. Jenis-jenis Asuransi

Jenis-jenis asuransi yang berkembang di Indonesia dewasa ini jika dilihat
dari berbagai segi adalah sebagai berikut :
a. Dilihat dari segi fungsinya

1. Asuransi Kerugian (non life insurance)
Jenis asuransi kerugian seperti yang terdapat dalam Undang-undang
Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Asuransi menjelaskan bahwa
asuransi kerugian menjalankan usaha memberikan jasa untuk
menanggulangi suatu resiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan
tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga dari suatu peristiwa yang
tidak pasti. Jenis asuransi ini tidak diperkenankan melakukan usaha
diluar asuransi kerugian dan reasuransi. Kemudian yang termasuk
dalam asuransi kerugian adalah sebagai berikut:
a) Asuransi kebakaran yang meliputi kebakaran, peledakan, petir,
kecelakaan kapal terbang dan lainnya.
b) Asuransi pengangkutan meliputi:
1. Marine Hul Policy
2. Marine Cargo Policy
3. Freight
¢) Asuransi aneka, yaitu asuransi yang tidak termaasuk dalam asuransi
kebakaran dan pengangkutan seperti asuransi kendaraan bermotor,
kecelakaan diri, pencurian, dan lainnya.
2. Asuransi Jiwa (life insurance)
Asuransi jiwa merupakan perusahaan asuransi yang dikaitkan dengan
penanggulangan  jiwa atau meninggalnya seseorang  yang
dipertanggungkan. Jenis-jenis asuransi jiwa adalah:
a) Asuransi berjangka (Term insurance)
b) Asuransi tabungan (Endowment insurance)
¢) Asuransi seurnur hidup (Whole life insurance)
d) Anuitas (Anuity contrak insurance)
3. Reasuransi (reinsurance)
Merupakan perusahaan yang memberikan jasa asuransi dalam
pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan
asuransi kerugian. Jenis asuransi ini sering disebut asuransi dari
asuransi dan asuransi ini digolongkan kedalam:
a) Bentuk treaty
b) Bentuk facultative
¢) Kombinasi dari kedvuanya

b. Dilihat dari segi kepemilikannya
Dalam hal ini yang dilihat adalah siapa pemilik dari perusahaan
asuransi tersebut, baik asuransi kerugian, asuransi jiwa ataupun
reasuransi.
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1. Asuransi milik pemerintah
Yaitu asuransi yang sahamnya dimiliki sebagian besar atau bahkan
100 persen oleh pemerintah Indonesia.

2. Asuransi milik swasta nasional
Asuransi ini kepemilikan saham sepenuhnya dimiliki oleh swasta
nasional sehinnga siapa yang paling banyak memiliki saham, maka
memiliki suara terbanyak dalam Rapat Umum Pemegang Saham
(RUPS).

3. Asuransi milik perusahaan asing
Perusahaan asuransi jenis ini biasanya beroperasi di Indonesia
hanyalah merupakan cabang dari negara lain dan jelas
kepemilikannya pun dimiliki oleh 100 persen oleh pihak asing.

4, Asuransi milik campuran
Merupakan jenis asuransi yang sahamnya dimiliki campuran antara
swasta nasional dengan pihak asing."?

5. Polis sebagai Dokemen Perjanjian Asuransi

Undang-undang menentukan bahwa suatu perjanjian asuransi harus
ditutup dengan suatu akta yang disebut polis. Menurut ketentuan Pasal 255
KUHD, perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang
disebut polis. Selanjutﬁya Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun
1992 menentukan polis atau bentuk perjanjian dengan nama apapun, berikut
lampiran yang merupakan satu kesatuan dengannya, tidak boleh mengandung
kata-kata atau kalimat yang menimbulkan penafsiran yang berbeda mengenai
resiko yang ditutup asuransinya kewajiban penanggung dan kewajiban
tertanggung atau mempersulit tertanggung mengurus haknya,

Dalam Pasal 255 KUHD disebutkan polis merupakan perjanjian asuransi
dimana acuan pokok perjanjian asuransi tetap pada pengertian dasr dari perjanjian.

Secara umum pengertian perjanjian dapat dijabarkan antara lain sebagai berikut :

Y Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi, PT Raja Grafindo,
Jakarta, 2008, him, 294-296




a. Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya
terhadap satu orang atau lebih.
b. Suatu hubungan hukum antara pihak atas dasar pihak yang satu (yang

berpiutang/kreditor) berhak untuk suatu prestasi dari yang lain (yang

berhubungan/debitor) yang juga berkewajiban melaksanakan dan
bertanggung jawab atas suatu prestasi.
Dari batasan tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa setiap perjanjian
pada dasarnya akan meliputi hal-hal tersebut dibawah ini:

a, Perjanjian selalu menciptakan hubungan hukum.

b. Perjanjian menunjukkan adanya kemampuan atau kewenangan menurut
hukum.

c. Perjanjian mempunyai atau berisikan suatu tujuan umum, bahwa pihak
yang satu akan memperoleh dari pihak yang lain suatu prestasi yang
mungkin memberikan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.

d. Dalam setiap perjanjian, kreditur berhak atas prestasi dari debitur yang
dengan sukarela akan memenuhinya.

e. Bahwa dalam setiap peranjian debitur wajib dan bertanggung jawab
melakukan prestasinya sesuai dengan isi perjanjian.

Kelima unsur diatas pada hakikatnya selalu terkandung pada setiap jenis
perjanjian asuransi. Jadi pada perfanjian asuransi disamping harus mengandung
kelima unsur pokok termasuk karakteristik perjanjian asuransi inilah nanti yang
membedakannya dengan jenis perjanjian umumnya dan perjanjian-perjanjian lain.

Sifat dan ciri khusus perjanjian asuransi yang membedakannya dengan

perjanjian lain
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a. Perjanjian asuransi merupakan perjanjian aletoir dan bukannya perjanjian
komunikatif, bahwa prestasi dari penanggung atau sejumlah uang kepada
tertanggung diganti kepada suatu peristiwa yang belum pasti terjadi

(onzeker voorval). Dengan demikian terdapat kesengajaan waktu diantara

prestasi tertanggung membayar premi dengan haknya mendapat ganti rugi
dari penanggung.

b. Perjanjian asuransi adalah perjanjian sepihak (unilateral), bahwa perjanjian
dimaksud menunjukkan bahwa hanya satu pihak saja yang memberikan
janji akan mengganti kerugian, apabila tertanggung sudah membayar premi
dan polis sudah berjalan,

c. Perjanjian asuransi adalah perjanjian yang melekat ada syarat penanggung
(adhesion), karena didalam perjanjian asuransi pada hakikatnya syarat dan
kondisi perjanjian hampir seluruhnya ditentukan oleh penanggung atau
perusahaan asuransi sendiri.'

Perjanjian asuransi tidak termasuk perjanjian yang secara khusus diatur
dalam KUHPerdata, tetapi pengaturannya dalam KUHD, walaupun demikian
berdasrkan Pasal 1 KUHD, ketentuan umum perjanjian dalam KUHPerdata dapat
berlaku pula bagi perjanjian asuransi dengan kepentingan pemegang polis terdapat
beberapa ketentuan dalam KUHPerdata yang perlu diperhatikan.

Oleh karena itu asuransi atau pertanggungan sebagai svatu perjanjian juga
harus tunduk pada aturan dalam KUHPerdata, seperti dalam pasal 1320

KUHPerdata. Untuk sahnya perjanjian diperlukan 4 syarat yaitu :

" M. Suparman Sastra Widjaja, Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat-surat Berharga,
Penerbit Alumni Bandung, 1997, him. 7
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a. Sepakat mereka mengikatkan diri

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
¢. Suatu hal tertentu

d. Suatu sebab yang halal

Syarat diatas juga dipertegas oleh pasal 1321 KUHPerdata yang
menetapkan “tiada sepakal yang sah apabila sepakat itu diberikan karena
kekﬁilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”.

Kekhilafan atau kesesatan disini terbagi 2 bentuk, yaitu kekhilafan atau
kesesatan mengenal orangnya yang dinamakan error in personu dan kekhilafan
mengenai hakekat barangnya dinamakan error in substantia.

Kekhilafan atau kesesatan mengenai hakekat benda yang diperjanjikan
maksudnya ialah bahwa kesesatan itu mengenai sifat benda yang merupakan
alasan yang sesungguhnya bagi kedua belah pihak untuk mengadakan perjanjian.

| Yang dimaksud dengan paksaan jalah kekerasan jasmani atau ancaman
(akan membuka rahasia) dengan sesuatu yang diperbolehkan hukum yang
menimbulkan kelakuan seseorang sehingga ia membuat perjanjian. Disini paksaan
itu harus benar-benar menimbulkan suatu ketakutan bagi yang menerima paksaan.

Penipuan merupakan suatu dasar pembatalan perjanjian, apabila tipu
muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa terang dan
nyata bahwa pihak lainl tidak akan membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu
muslihat tersebut, penipuan tidak dipersangkakan tetapi harus dibuktikan.

Syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 dan Pasal 1321
KUHPerdata itu khusus bagi perjanjian pertanggungan (perjanjian asuransi),

masih harus dilengkapi ketentuan pada pasal 251 KUHD yang mengharuskan
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adanya pemberitahuan tentang semua keadaan yang diketahui oleh tertanggung
mengenai hal atau keadaan yang dipertanggungkan. Dalam pasal 251

KUHPerdata berbunyi :

“Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap tidak
memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh si tertanggung betapapun
itikad baik ada padanya, yang demikian sifatnya, sehingga seandainya si
penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu
tidak akan ditutup atau tidak ditutup dengan syarat-syaral yang sama,
mengakibatkan batalnya pertanggungan.”

Pada dasarnya ketentuan pasal 251 KUHPerdata tidak berbeda dengan
ketentuan pasal 1321 KUHPcrdata, karena keduanya merupakan penipuan yang
mengakibatkan perjanjian yang dapat dibatalkan.

Sebenarnya polis didalam asuransi bukanlah merupakan syarat mutlak
untuk adanya perjanjian asuransi, hal ini sudah jelas keterangan dalam pasal 1320
KUHPerdata tentang syarat-syarat, akan tetapi janganlah keterangan itu
menimbulkan kesan bahwa polis tidak perlu lagi. Polis adalah tetap mempunyai
arti yang besar bagi pihak tertanggung sebab polis ifu mempunyai bukti yang
sempurna (volledig bewijs) tentang apa yang mereka perjanjikan didalam
perjanjian asuransi itu dan tanpa polis pembuktian akan menjadi sulit dan terbatas.

Abdul Kadir Muhammad mengatakan bahwa :

“Polis berfungsi sebagai alat bukti tertulis yang menyatakan bahwa telah

terjadi perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung. Sebagai

alat bukti tertulis isi yang tercantum dalam polis harus jelas tidak boleh
mengandung kata-kata atau kalimat yang memungkinkan perbedaan
interprestasi sehingga mempersulit tertanggung dan penanggung
merealisasikan hak dan kewajiban mereka dalam pelaksanaan asuransi.
Disamping itu polis juga memuat kesepakatan mengenai syarat-syarat

khusus dan janji-janji khusus yang menjadi dasar pemenuhan hak dan
kewajiban untuk mencapai tujuan asuransi.” 15

13 Abdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia, Citra Aditya Bekti, Bandung,
2002, him. 59
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Menurut kententuan Pasal 256 KUHD, setiap polis kecuali polis asuransi
jiwa harus memuat syarat-syarat khusus berikut :
1. Hari dan tanggal pembuatan perjanjian asuransi

Pentingnya penanggalan adalah untuk menentukan sat mulai berlaku

asuransi. Selain itu, juga untuk mengetahui asuransi yang terjadi terlebih
dahulu dalam hal terjadi asuransi rangkap.
2. Nama tertanggung untuk diri sendiri atau pihak ketiga
Hal ini penting dalam hubungan-hubungan dengan ketentuan pasal 264 atau
pasal 267 KUHD. Apabila asuransi diadakan untuk diri sendiri atan untuk
kepentingan pihak ketiga, maka hal ini harus dinyatakan dalam polis
apabila tidak dinyatakan maka asuransi diadakan untuk diri sendiri.
3. Uraian mengenai objek asuransi
Dalam uraian ini harus dijelaskan identitas benda yang diasuransikan itu
yaitu jenisnya, jumlahnya, ukurannya, sifat, letak dan keadaannya sehingga
kekeliruan atau salah pengertian tentang objek asuransi dapat dihindarkan.
4. Jumlah yang diasuransikan
Jumlah itu merujuk kepada sejumlah uvang. Perhitungan jumlah uang
tersebut erat sekali hubungan dengan nilai benda yang sesungguhnya dalam
setiap asuransi. Dan jumlah uang asuransi itu dapat diketahui apakah
asuransi itu :
a. Under insurance (dibawah nilai benda)
b. Full insurance (sama dengan nilai benda)

¢c. Over insurance (diatas nilai benda sesungguhnya)
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Jumlah yang diasuransikan merupakan jumlah maksimal ganti kerugian
yang harus dibayar oleh penanggung jika terjadi evenmemen yang
menimbulkan kerugian total.

5. Bahaya (evernemen) yang ditanggung

Bahaya atau peristiwa yang menjadi tanggungan penanggung harus

dinyatakan dengan fegas alau jelas. Jika dipetjanjikan dengan klausula,

harus tegas dengan klausula apa, sehingga jelas sampai dimana batal
tanggung jawab penanggung. Penanggung hanya bertanggung jawab
lethadap bahaya (evenemen) yang telah dicantumkan didalam polis.

6. Saat bahaya mulai berjalan

Saat bahaya mulai berjalan dan berakhir adalah jangka waktu asuranst itu

diadakan. Jangka waktu tersebut dapat berupa:

a, Dari tanggal dan waktu tertentu sampai pada tanggal dan waktu tertentu
pula, misalnya dari 1 Januari 2013 pukul 12.00 siang sampai | Januari
2014 pukul 12.00 siang.

b. Dari tempat ke tempat, misalnya dari gudang ke gudang (from
warehouse 1o warehouse).

c¢. Dari kapal ditempat pemberangkatan sampai di dermaga pelabuhan
tujuan,

Cara demikian penting untuk mengetahui apakah peristiwa yang terjadi itu

masih dalam tanggungan penanggung atau tidak.

7. Premi asuransi
Ketentuan ini menyatakan kepastian besarnya jumlah premi yang harus

dibayar oleh tertanggung. Besarnya ditentukan dengan presentase dari
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jumlah asuransi ditambah dengan biaya-biaya lainnya. Misalnya, biaya
materai dan biaya pialang. Cara pembayarannya biasa dibayar lebih dahulu,
sedangkan pada asuransi jiwa biasanya dibayar secara bulanan.
8. Semua keadaan dan syarat-syarat khusus

Termasuk dalam uraian butir ini misalnya mengenai benda asuransi apakah
dibebani hak tanggungan (hipotek), fidusia, jika terjadi peristiwa
(evenemen) yang menimbulkan kerugian penanggung, dapat berhadapan
dengan siapa, pemilik atau pemegang hak tanggungan, fidusia. Demikian
juga mengenai syarat-syarat khusus lainnya, misalnya premi dibayar
asuransi berjalan, premi tidak dibayar asuransi tidak berjalan.

Disamping pasal 256 KUHD memuat tentang syarat-syarat polis, didalam
polis perlu juga dibuat syarat-syarat tambahan yang sifatnya seperti syarat-syarat
yang dimuat dalam pasal 256 KUHD.

Biasanya dalam praktek sehari-hari polis yang dikeluarkan oleh perjanjian
asuransi, masih harus ditambah atau diubah untuk memenuhi berbagai kebutuhan
antara lain kemungkinan adanya perubahan keadaan, pemindah tanganan nama,
pemindahan barang yang dipertanggungkan ke lain alamat, penambahan atau
pengurangan jumlah pertanggungan dan sebagainya dan setiap perubahan dan
penambahan baik yang bersifat syarat atau yang bersifat pemberitahuan harus
dicatat pada polis yang bersangkutan, agar perubahan ini dapat dianggap sah dan
mengikuti para pihak.

Dalam praktek sehari-hari kerena tertanggung biasanya tidak menyerahkan

polisnya kepada pihak penanggung untuk mengadakan pencatatan tambahan
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dalam polis tersebut, kemudian biasanya penanggung membuat “lampiran” yang
memuat cacatan yang diperlukan itu.

Lampiran itu ditandatangani bila perlu diatas materai oleh penanggung
dikirim kepada pihak tertanggung yang wajib melekatkannya pada polis yang
bersangkutan. Untuk itu biasanya terdapat pernyataan :lampiran itu harus
dilekatkan pada polis, lampiran-lampiran tersendiri (terlepas) tidak sah.” Jadi
dapatlah ditarik kesimpulan bahwa persyaratan kehendak akan menjadi nasabah,
polis ditambah syarat-syarat khusus yang melekat satu dengan yang lain itu
merupakan satu kesatuan alat bukti,

B. Tinjauan Umum Tentang Asuransi Kecelakaan Diri
1. Pengertian Asuransi Kecelakaan Diri dan Pengaturan

Kecelakaan dapat terjadi dimana saja, dan bersifat tiba-tiba. Tidak hanya
dijalan raya tetapi juga dirumah, ditempat kerja, pusat keramaian atau banyak
tempat lainnya. Asuransi Kecelakaan diri merupakan asuransi dengan manusia
sebagai kepentingan (inferest) yang di asuransikan, Berbeda dengan asuransi
kerugian, dengan harta benda sebagai kepentingan yang di asuransikan.

Djoko Prakoso mengatakan bahwa :

“Asuransi ini diselenggarakan untuk menanggung orang yang menerima

ganti kerugian akibat dari suatu kecelakaan atau ongeval yang mengenai

tubuh pihak tertanggung. Asuransi tersebut dapat diselenggarakan dalam
wujud asuransi kerugian, jika uang asuransi yang wajib dibayar oleh
asurador dititikberatkan pada kerugian yang khusus dialami oleh pihak
tertangpung, akan tetapi asuransi ini sering diselenggarakan dalam wujud
asuransi sejumlah uang, yaitu ditetapkan pertama sejumlah uvang yang

akan dibayar dengan tanpa melihat lagi é:)ada kerugian inkonkreto yang
dialami sebagai akibat suatu kecelakaan.”!

18 Djoko Prakoso, Hukum Asuranst Indonesia, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hln. 270
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Dalam bidang asuransi, yang dimaksud dengan kecelakaan adalah
benturan atau sentuhan benda keras atau benda cair (kimiawi) atau gas atau api,
yang datangnya dari luar, terhadap badan (jasmani) seseorang yang
mengakibatkan kematian atau cacat atau luka, yang sifat dan tempatnya dapat
ditentukan oleh dokter.

Dalam Polis Asuransi Kecelakaan diri mengatakan bahwa, Kecelakaan
adalah Suatu kejadian yang tidak terduga, datangnya dari luar, dengan kekerasan,
baik secara fisik maupun kimia, tidak disengaja, penyebabnya harus terlihat jelas,
menimpa diri tertanggung, yang scketika itu mengakibatkan Juka, cacat,
meninggal dunia yang sifat dan tempatnya ditentukan oleh dokter.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur Asuransi kecelakaan diri
adalah :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 (pasal 1, pasal 1 ayat 4 dan pasal 4
huruf b) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Usaha
Perasuransian, Pasal 4 huruf b UU No. 2 Tahun 1992 berbunyi :

“Dalam menyelenggarakan usahanya, perusahaan asuransi jiwa hanya

dapat bergerak dibidang asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi

kecelakaan diri dan usaha anuitas, serta menjadi pendiri dan pengurus
dana pensiun sesuai dengan peraturan perudang-undangan yang berlaku.”
Dapat diketahui bahwa asuransi kecelakaan diri itu tidak berdiri sendiri,
melainkan merupakan bagian dari usaha yang diselenggarakan oleh asuransi

jiwa. Peraturan-peraturan yang berlaku dan mengatur tentang asuransi jiwa,

tentu berlaku dan juga mengatur asuransi kecelakan diri secara langsung,




Diluar peraturan perundang-undangan yang mengatur Asuransi
Kecelakaan Diri yaitu Polis No: JRP.0093.002 merupakan polis standar dari
asuransi kecelakaan diri yang dipakai oleh PT, Jasaraharja Putera, dimana didalam
polis tersebut diatur semua ketentuan-ketentuan mengenai asuransi kecelakaan
diri.

2. Kecelakaan dan Akibatnya

Dalam polis asuransi kecelakaan diri No : JRP.0093.002 pasal 1 dibahas
mengenai kecelakaan dan akibatnya yaitu :

a) Yang dimaksud dengan “kecelakaan™ ialah suatu kejadian yang tidak
terduga, datangnya dari luar, dengan kekerasan, baik secara fisik maupun
kimia, tidak sengaja, penyebabnya harus terlihat jelas, menimpa diri
tertanggung, yang seketika itu mengakibatkan luka, cacat, meninggal
dunia, yang sifat dan tempatnya dapat ditentukan oleh dokter.

b) Yang dianggap sebagai kecelakaan yaitu :

1) Keracunan karena terhirup gas atau uap beracun, kecuali keracunan
karena dengan sengaja oleh Tertanggung dipergunakan obat bius, zat-
2at lain yang dapat disangka akibatnya yang buruk atau
dipergunakannya obat-obatan dalam arti kata yang seluas-luasnya.

2) Penjangkitan dengan zat-zat yang mengandung hama penyakit sebagai
akibat Tertanggung dengan tidak sengaja terjatuh dalam air atau zat-zat
lain yang bersifat cair atau padat.

3) Mati lemas atau terbenam
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4) Terasing ditempat sunyi karena berencana dari luar, misainya karam
kapal, pendaratan darurat, dan keruntuhan, tetapi hanya sejauh akibat
Tertanggung kelaparan, kehausan atau kehilangan tenaga.

5) Mengeluarkan tenaga terlalu kuat, yang seketika itu pula menimbulkan
luka dalam, yang sifat dan tempatnya dapat ditentukan oleh dokter.

6) Terjadi sengal pinggang (lumbago) atau radang kandung urat tctapi
hanya mengenai akibat-akibatnya yang berikut:

a. Tidak mampu bekerja dalam batas waktu ke 20 hari pertama yang
dapat dihitung dari hari yang berikut dimana hari keadaan itu
bermulai, tetapi yang baru mulai berjalan pada hari yang.berikut hari
perawatan dokter atau tabib berijazah dimulai.

b. Ongkos-ongkos perawatan dokter selama waktu ke 20 hari pertama,
terhitung dari hari perawatan oleh dokter atau tabib berijasah
bermulai, yaitn mengenai cacat sementara sampai setinggi-tingginya
18 x jumlah uang yang ditanggung untuk ketidakmampuan bekerja
sementara dan mengenai biaya perawatan dokter sampal setinggi-
tingginya sepersepuluh dari jumiah uang yang ditanggung untuk
perawatan dokter.

¢) Yang dianggap sebagai akibat kecelakaan, yaitu

1) Masuknya hama penyakit baik seketika itu juga maupun kemudian,
dalam luka yang terjadi karena kecelakaan dimana sifat dan tempatnya
dapat ditentukan oleh dokter.

2) Bertambahnya penyakit yang disebabkan kecelakaan karena perawatan

yang diperintahkan atau diberikan dokter.
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d) Yang tidak pernah dianggap sebagai kecelakaan, yaitu
1) Akibat-akibat atau masuknya allergenen atau hama-hama penyakit
dalam arti kata selvas-luasnya, seperti misalnya hoolkoorts, typhus,
parathypus, dysentrie dan botulisme.
2) Pengobatan dengan obat-obat untuk dipergunakan diluar atau didalam,
yang dilakukan atas badan Terlanggung atau yang dilakukan oleh
Tertanggung atas badannya sendiri, terkecuali pengobatan untuk
mematut-matutkan diri/mempercantik diri yang umumnya dijalankan
dengan tidak meminta nasihat dokler atau ahli kecatikan yang berijazah.
e) Yang sekali-kali tidak dianggap sebagai akibat kecelakaan yaitu masuknya
hama penyakit seperti penyakit malaria, “vlek typhus” sampar “pest
malaria” dan penyakit tidur karena gigitan serangga.
2. Pihak-pikak yang terkait dalam Asuransi Kecelakaan Diri

Dalam pasal 1313 KUHPerdata menyatakan suatu persetujuan adalah
suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap
satn orang atau lebih. Jadi setiap persetujuan harus selalu ada dua pihak atau
lebih, dimana satu pihak bertindak sebagai yang berhak atau sebagai yang berhak
berkewajiban dan dilain pihak bertindak sebagai yang berkewajiban saja atau
sebagai yang berkewajiban dan berhak. Yang jelas pihak-pihak dalam suatu
persetujuan adalah subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban,
biasanya adalah manusia dan badan hukum.

Jika dilihat ketentuan pasal 246 KUHD yang secara yuridis dengan nyata

menyebutkan pihak-pihak yang terkait dalam suatu perjanjian asuransi adalah

penanggung dan tertanggung.
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Penanggung (verzekeraar, asurador, penjamin) adalah mereka yang
mendapat premi, dan berjanji akan mengganti kerugian ataupun membayar
sejumlah uang yang telah disetujui, jika terjadi peristiwa yang tidak dapat diduga
sebelumnya, yang mengakibatkan kerugian bagi tertanggung. Sedangkan
tertanggung atau terjamin (verzekerde, insured) adalah manusia atau badan hukum
sebagai pihak yang berhak dan yang berkewajiban dalam perjanjian asuransi
dengan membayar premi.

Begitu pula di dalam asuransi kecelakaan diri, Asuransi kecelakaan diri
merupakan bagian dari asuransi kerugian, dilakukan oleh dua pihak yang saling

terkait. Pihak-pihak yang saling terkait itu adalah penanggung dan tertanggung,
sedangkan dalam pertanggungan jumlah pihak, pihak tertanggung dapat
memecahkan diri menjadi dua pihak yaitu sebagai penutup pertanggungan dan
penikmat.

Karena pertanggungan campuran mempunyai dua sifat yakni sebagai
pertanggungan kerugian dan pertanggungan jiwa, maka tertanggung dapat terdiri
dari satu atau duva orang. Bila tertanggung menunjuk orang lain sebagai
penikmatnya, maka ia bertindak sebagai penutup pertanggungan. Sedangkan bila
penutup pertanggungan (asuransi) menunjuk dirinya sendiri sebagai penikmat,
maka ia betul-betul bertindak sebagai tertanggung,

Adapun benda yang menjadi objek pertanggungan pada asuransi kerugian
dikenal benda pertanggungan (verzekerde voorwerp), yakni benda yang
dipertanggungkan, atas nama dapat teserang bahaya, sehingga dapat tertanggung.
Meskipun pertanggungan campuran mempunyai dua sifat yaitu sifat sebagai

pertanggungan kerugian dan sebagai pertanggungan jiwa, tetapi anehnya
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pertanggungan campuran ini tidak mengenal apa yang disebut benda
pertanggungan, sebab hal yang dipertanggungkan itu bukan barang, melainkan
“orang”, yang diistilahkan sebagai “badan tertanggung”(/iff).

Adapun bah.aya-bahaya yang menjadi beban penanggung ialah
“kecelakaan®, yang mungkin mengenai badan tertanggung itu. Dan kalau
kecelakaan ilu benar-benar terjadi, maka timbullah kewajiban bagi penanggung
untuk melakukan prestasi terhadap tertanggung,

3. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Asuransi Kecelakaan Diri
a. Hak penanggung dan kewajiban penanggung

Hak penanggung, yaitu :

l. Menuntut pembayaran premi kepada tertanggung sesuai dengan

perjanjian

2. Meminta keterangan yang benar dan lengkap kepada tertanggung yang

berkaitan dengan objek yang diasuransikan kepadanya

3. Memiliki premi dan bahkan menuntutnya dalam hal peristiwa yang

diperjanjikan terjadi tetapi discbabkan oleh kesalahan tertanggung
sendiri (pasal 276 KUHD)

4. Memiliki premi yang sudah diterima dalam asuransi batal atau gugur

yang disebabkan oleh perbuatan curang dari tertanggung (pasal 282
KUHD)

5. Melakukan asuransi kembali (reinsurance, hervezekering) kepada

penanggung yang lain, dengan maksud untuk membagi resiko yang

dihadapinya (pasal 271 KUHD)
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Kewajiban penanggung, yaitu :

1. Memberitahukan ganti kerugian atau memberikan sejumlah uang
kepada tertanggung apabila peristiwa yang diperjanjikan terjadi, kecuali
jika terdapat hal yang dapat menjadi alasan untuk membebaskan dari
kewajiban tersebut

2. Menandatangani dan menyerahkan polis kepada tertanggung (pasal 259
dan 260 KUHD)

3. Mengembalikan premi kepada tertanggung jika asuransi batal atau
gugur, dengan syarat tertanggung belum menanggung resiko sebagian
atau selurshnya (premi restorno pasal 281 KUHD)

b. Hak dan kewajiban tertanggung
Hak tertanggung, yaitu :

1. Menutut agar polis ditandatangani oleh penanggung (pasal 259 KUHD)

2. Menuntut agar polis segera diserahkan oleh penanggung (pasal 260
KUHD)

3. Meminta ganti kerugian kepada penanggung karena pihak yang disebut
terakhir lalai menandatangani dan menyerahkan polis sehingga
meninggalkan kerugian kepada tertanggung (pasal 261 KUHD)

4, Melalui pengadilan, tertanggung dapat membebaskan penanggung dari
segala kewajibannya pada waktu yang akan datang, untuk selanjutnya
tertanggung dapat mengasuransikan  kepentingannya  kepada
penanggung yang lain untuk waktu dan bahaya yang sama dengan

asuransi yang sama (pasal 272 KUHD)
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5. Mengadakan sorvebiliteit verzg_!cering, karena tertanggung ragu-ragu
akan kemampuan penanggung;llya (pasal 280 KUHD), dalam hal ini
harus tegas bahwa tertanggung I:z;hya akan mendapat ganti kerugian
dari salah satu penanggung saja

6. Menuntut pengembalian premi baik seluruhnya maupun sebagian,
apabila perjanjian asuransi balal atau gugur. Hak tertanggung mengenai
hal ini dilakukan apabila tertanggung bertikad baik,sedangkan
penanggung bersangkutan belum menanggung resiko (premi restorno
pasal 281 KUHD)

7. Menutut ganti kerugian kepada penanggung apabila peristiva yang
diperjanjiankan dalam terjadi,

Kewajiban terpenting dari tertanggung ialah membayar uang premi,

disamping kewajiban lainnya seperti :

1. Memberitahukan kepada asurador hal-hal yang perlu mengenai barang-
barang yang dijamin (pasal 251, 283 dan 654 W.v.K)

2. Berdaya upaya untuk menghindarkan timbulnya kerugian atau
memperkecil kemungkinan timbuln);a kerugian (pasal 283 dan 655
W.v.K)

3. Kewajiban-kewajiban khusus yang mungkin disebutkan dalam polis,
misalnya untuk memberitahukan kepada asurador, bahwa resiko dari
asurador diperberat oleh karena suatu sebab tertentu.

Perjanjian asuransi merupakan persetujuan yang bersifat timbal balik

(wederkering). Asurador berkewajiban untuk menjamin si terjamin dari svatu
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resiko, maka pihak terjamin selaku kontra prestasi berkewajiban untuk membayar
uang premi dan kewajiban-kewajiban lain yang telah disebutkan.

Oleh karena membayar uang premi merupakan kewajiban siterjamin maka
apabila siterjamin tidak membayarnya, si asurador dapat menuntut melalui hakim
agar si tetjamin dihukum atau membayar uang premi itu.

Pasal 256 ayal (7) KUHD juga mencntukan bahwa dalam polis harus
disebutkan jumlah uang premi yang harus dibayar oleh terjamin.

Selanjutnya menurut polis asuransi kecelakaan diri yang menjadi
kewajiban tertanggung jika terjadi kecelakaan adalah :

1. Setelah tertanggung kerena kecelakaan dalam suatu keadaan dimana
pada umumnya seseorang harus minta pertolongan dokter, terutama
karena sesudah harus minta pertolongan dokter, terutama karena
sesudah kecelakaan ia seluruhnya atau sebagian tidak dapat melakukan
pekerjaan, tertanggung wajib meminta pertolongan dokter. Jika karena

' kecelakaan yang sama itu berkali-kali timbul keadaan yang demikan,
atau ketidakmampuan bekerja seperti dimaksud diatas ini, maka ia
wajib berbuat demikian pula.

2. Dalam waktu 3 kali 24 jam setelah untuk pertama kali setelah
kecelakaan terjadi diminta pertolongan dokter, kecelakaan itu harus

diberitahukan  kepada kantor  Penanggung terdekat dengan

memberitahukan pula tempat dimana tinggal Tertanggung. Jika karena
kecelakaan yang sama itu juga perawatan dokter, setelah sementara
dihentikan, dimulai lagi, maka dalam waktu 24 jam hal itu harus

diberitahukan sedemikian itu pula. Dalam hal kecelakaan menyebabkan
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kematian, hal itu harus diberitahukan dengan segera (dalam 24 jam)

kepada Penanggung,

. Jika pemberitahuan itu terlambat, Penanggung dengan tidak

mengurangi apa yang ditetapkan dalam ayat 4, Penanggung berhak
menggantungkan santunan/ganti rugi kepada bukti bahwa tidak terjadi
hal-hal yang akan dikemukakan oleh Penanggung vang seluruhnya atau
sebagiannya dapat membebaskan Penanggung dari kewajibannya.
Walaupun setelah dibawa bukti seperti dimaksud diatas Penanggung
masih berhak menctapkan bahwa pemberian santunan/ganti rugi biaya
pengobatan dan rawatan terbatas pada biaya yang timbul sejak
diterimanya pemberitahvan itu, sedangkan biaya pengobatan dan
rawatan mengenai waktu sebelumnya tidak mendapat penggantian dari

Penanggung,

. Jika pemberitahuan itu baru diterima Penanggung lebih dari 180

(seratus delapan puluh) hari setelah kecelakaan terjadi. Penanggung
bebas dari kewajibannya membayar santunan/ganti rugi mengenai
kecelakaan itu. Ketentuan yang sama juga berlaku mengenai kewajiban
untuk membayar santunan/ganti rugi selanjutnya, jika dalam waktu 180
(seratus delapan puluh) hari setelah perawatan dokter dimulai lagi,

pemberitahuan tentang hal itu belum diterima Penanggung,

. Segala keterangan yang diminta Penanggung harus diberikan selekas

mungkin, secara lengkap, dengan teliti dan sesuai dengan kejadian yang

sebenarnya.




6. Tertanggung harus memakai pertolongan dokter atau perawatan yang

bersifat medis yang dilaksanakan dengan cara-cara berdasarkan ilmu
kedokteran d'an Tertanggung tidak boleh melakukan sesuatu yang dapat
menghalangi penyembuhan atau pemulihan kesehatannya.

. Pada setiap waktu harus diberikan kesempatan kepada dokter yang
ditunjuk oleh Penanggung untuk mengadakan pemeriksaan kepada
Tertanggung dan sepanjang tidak bertentangan dengan dokter yang
merawat Tertanggung sebelumnya, Tertanggung wajib menurutinya.

. Jika Tertanggung selama waktu ia masih sakit sebagai akibat
kecelakaan meninggalkan tempat tinggalnya yang terakhir yang telah
diberitahukan kepada Penanggung untuk lebih dari tujuh hari berturut-
turut, maka hal itu harus diberitahukan dengan segera kepada
Penanggung dengan memberitahukan pula tempat tinggal yang baru.
Jika pemindahan itu terjadi dengan tidak ada persetujuan Penanggung,
maka segala hak atas tunjangan mengenai akibat-akibat kecelakaan
yang timbul selama Tertanggung tidak berada di tempat tinggalnya
yang dimaksudkan tadi menjadi batal. Penangung berhak memberi
persetujuan dengan syarat-syarat yang tertentu.

. Jika Tertanggung meninggal dunia, maka yang berhak menerima
santunan wajib memberi bantuannya. Jika hal itu diinginkan supaya
. dokter yang ditunjuk Penanggung diberi kesempatan untuk mengadakan
pemeriksaan mayat (otopsi), dan jika perlu kuburan dibuka, dan segala

yang berhubungan dengan hal tersebut menjadi beban Penanggung.
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10. Jika kewajiban-kewajiban yang tersebut pada ayat 1, 5, 6, 7 dan 9 pasal
ini tidak dipenuhi, maka segala hak atas santunan/ganti rugi menjadi
batal.

5. Klaim Asuransi
Pengertian Klaim Asuransi

Menurut Tkatan Akuntan Indonesia, klaim adalah :

“Ganti rugi yang dibayarkan atau yang menjadi kewajiban kepada
tertanggung oleh perusahaan asuransi (Cedf{ag Company) sehubungan dengan
telah terjadinya kerugian.™'’

Definisi klaim juga terdapat dalam PSAK No. 28 tentang perusahaan
asuransi kerugian yaitu sebagai berikut :

“Klaim bruto adalah klaim yang jumlahnya telah disepakati, termasuk biaya
penyelesaian klaim.”

Pada masalah klaim, yang harus dilakukan adalah establish cause of loss
yaitu mencari penyebab yang sebenarnya dari kerugian. Untuk mencari penyebab
dari kerugian ini, metode yang digunakan adalah :

a. Proximate cause

Apabila kepentingan yang diasuransikan mengalami musibah atau

kecelakaan, maka pertama-tama dicari sebab-sebab yang aktif dan efisien

yang menggerakkan suatu rangkaian peristiwa tanpa terputus sehingga

pada akhirnya terjadilah musibah atau kecelakaan tersebut.

7 [katan Akutansi Indonesia, Prinsip Akutansi Indonesia 1984, PT Rincka Cipta, Jakarta.
1991, him. 14
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b. Insurable interest
Kepentingan keuangan ini memungkinkan Anda mengasuransikan harta
benda atau kepentingan anda. Apabila terjadi musibah atas obyek yang

diasuransikan dan terbukti bahwa Anda tidak memiliki kepentingan

keuangan atas obyek tersebut, maka Anda tidak berhak menerima ganti
rugi.
¢. Indemnity

Adalah mempunyai makna mengembalikan kondisi financial tertanggung

seperti pada sebelum terjadi kerugian. Pelaksanaan Indemnity dapat

dilakukan dengan pembayaran tunai, penggantian, perbaikan, dan
pembangunan kembali,

Dengan perkataan lain Proximate cause, Insurable interest, dan indemnity
merupakan filter atau saringan untuk pengeluaran premi dari fund di dalam
pembayaran klaim, sehingga dapat disimpulkan bahwa klaim merupakan puncak
dari asuransi.

Proses Penyelesaian Klaim

Herman Darmawi mengatakan bahwa :
“Ada dua tindakan dasar yang terbuka bagi perusahaan asuransi jika
dikonfrontasikan dengan suatu klaim, yaitu membayar dan menolaknya.
Dalam kebanyakan kegiatan hanya sedikit masalah sehubungan dengan
jumlah pembayaran santunan (klaim) itu. Karena itu pembayaran kerugian
adalah prosedur biasa. Tetapi pada hal-hal lain bahwa perusahaan asuransi
merasa tidak perlu membayar tuntutan maka penanggung akan menolak
tanggung jawabnya dan mendebat tuntutan itu. Ada dua hal yang
mendasari perusahaan menolak pembayaran, yaitu :

1. karena kerugian tidak terjadi
2. karena polis yang bersangkutan tidak menutupi kerugian




Suatu kerugian tidak tertutupi polis karena diluar lingkungan persetujuan
pertanggungan. Itu terjadi bila polis tidak berlaku lai%i atau pihak
tertanggung telah menyalahi ketentuan polis yang berlaku.”

Dalam penentuan apakah perusahaan asuransi harus membayar atau
menolak suatu klaim, penilai mengikuti prosedur penyelesaian klaim dengan
empat langkah pokok yaitu :

1. Pemberitahuan kerugian
2. Penyelidikan kerugian
3. Bukti kerugian
4. Pembayaran atau menolak tuntutan tersebut
C. Tinjauan Umum Tentang Prinsip Penyebab Dominan (Proximate Cause)
1, Pengertian Penyebab Dominan (Proximate Cause)

Dahlan siamat mengatakan bahwa :
“Proximate cause adalah suatu sebab aktif, efisien, yang mengakibatkan
terjadinya suatu peristiwa secara berantai tanpa intervensi suatu kekuatan
lain, yang diawali dan bekerja dengan aktif dari suatu sumber baru dan
independen. Asuransi harus memahami betul hubungan antara risiko yang
merupakan bagian yang dijamin oleh polis dengan prinsip proximate cause
ini. Dalam suatu kejadian misalnya, sering kita lihat secara jelas yang
menjadi pokok kejadian dan akhir dari kejadian tersebut. Namun, yang
menjadi masalah adalah bagaimana bila terdapat suatu rentetan peristiwa
atau kejadian, dan dalam kejadian tersebut terdapat intervensi kekuatan
baru yang ikut secara langsung dan merupakan penyebab kejadian yang
merugikan. Untuk dapat menentukan proximate cause terhadap suatu
rentetan peristiwa adalah dengan cara memperhatikan peristiwa pertama,
kemudian secara logika memperhatikan kejadian apa yang mungkin terjadi
pada peristiwa berikutnya.”"?

Dengan prinsip ini dapat diketahui apakah sebuah kejadian termasuk

kedalam jenis kejadian yang ditutup oleh kontrak asuransi atau tidak. Sebagai

'* Herman Darmawi, Manajemen Asuransi Edisi Pertama, Cetakan Ketiga, PT Bumi
Aksara, Jakarta, 2004, him. 46-47

'" Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan, Edisi kelima, Intermedia, Jakarta,
20035, him. 427




contoh apabila sebuah kebakaran terjadi yang disebabkan oleh adanya sebuah
gempa bumi, dan jika dalam kontrak asuransi penyebab dominan (proxima cause)
gempa dikecualikan maka kerugian yang timbul dari kejadian (kebakaran)
tersebut tidak akan dibayar. Penyebab Dominan (Proximate cause) tersirat dalam
pasal 249 KUHD dan pasal 276 KUHD. Pasal 249 KUHD berbunyi “Untuk
kerusakan atau kerugian yang timbul dari sesuatu cacal, kebusukan sendiri, atau
yang langsung ditimbulkan dari sifat dan macam barang yang dipertanggungkan
sendiri, tak sckali-kali si penanggung bertanggungjawab, kecuali apabila dengan
tegas telah diadakan pertanggungan juga untuk ilu.” Sedangkan pasal 276 KUHD
berbunyi “Tiada kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh kesalahan si
tertanggung sendiri hérus ditanggung oleh penanggung. Bahkan berhaklah si
penanggung itu memiliki premi ataupun menuntutnya, apabila ia sudah mulai
memikul sesuatu bahaya.” Dari dua paal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa
jika kerugian yang diderita oleh si tertanggung disebabkan hal-hal yang
disebutkan dalam kedua pasal tersebut, maka dalam hal ini penanggung dapat
dibebaskan dari tanggungjawabnya untuk memberi ganti rugi kepada tertanggung.
2. Unsur-unsur pokok dalam Penyebab Dominan (Proximate Cause)
Yaitu :
a. Penyebab dari suatu rentetan peristiwa yang tidak terputuskan
b. Apakah bahaya dari penyebab pertama masih melekat
Kalau masih melekat, berarti penyebab pertama adalah Penyebab dominan
(proximate cause), tetapi kalau sudah hilang dianggap penyebab dominan
(proximate cause) sudah berhenti di situ

c. Apakah ada usaha untuk menghilangkan bahaya itu
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Kalau ada dan usaha itu gagal maka penyebab pertama adalah penyebab

dominan (proximate cause).

3. Pentingnya Prinsip Penycbab Dominan {(Proximate Cause)

Asuransi memberikan jaminan terhadap kerugian yang disebabkan oleh
risiko-risiko tertentu yang dipertanggungkan, namun sering ditemui kesulitan
dalam menentukan sebab-sebab yang menimbulkan kerugian, karena
penyebabnya bisa lebih dari satu yang mungkin merupakan sederetan peristiwa
atau beberapa peristiwa yang terjadi secara bersamaan. Sehingga penyebab
dominan (proximate cause) itu dapat digunakan untuk menentukan penyebab
kerugian (yang dijamin atau tidak dijamin dalam polis).

4. Penerapan Prinsip Penyebab Dominan (Proximate Causc) pada Asuransi
Kecelakaan Diri

Dalam asuransi kecelakaan diri, prinsip penyebab dominan (proximate
cause) ini penting dalam membicarakan klaim asuransi kecelakaan diri, karena
mungkin lebih dari 1 cause yang membuat kondisi mengakibatkan klaim. Untuk
itu perlu ditentukan penyebab yang efektif dan dominan (the dominant and
effective cause) yang menyebabkan klaim, walaupun dalam banyak kasus hal ini
tidak mudah ditentukan.

Pada asuransi kecelakaan diri, suatu kematian, cacat, cidera badan harus
dilihat penyebab kecelakaan atau penyebab lain yang dikecualikan polis, atau
kecelakaan tersebut akibat penyakit yang dideritanya, contoh :

1. Bila sakit sebelum kecelakaan
Penyakit dan kecelakaan adalah penyebab terpisah, jika tertanggung

menderita penyakit tapi tidak mengganggu aktifitasnya, kemudian dia meninggal
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karena kecelakaan kereta api sewaktu berangkat kantor, maka penyebab
kematiannya adalah kecelakaan, bukan karena penyakit. Jadi, penanggung liable.

Jika setelah terjadi kecelakaan, tertanggung tidak mengalami cidera
badan, tapi penyakit hernia-nya kambuh {penyakit tersebut sudah lama diderita
sebelumnya), maka penycbab klaim tersebut adalah penyakit hernia yang
dideritanya. Jadi, penanggung lidak liable.
b, Bila sakit diikuti/bersamaan dengan kecelakaan

Apabila penyebab pertama adalah kecelakaan (meskipun kematian
tersebul Karena penvakit/tidak langsung dari kecelakaan), maka hal tersebut
bukan suatu penyebab yang terpisah, maka penyebab kematian tersebut adalah
akibat kecelakaan, Jadi, penanggung liable.

Jika tertanggung menderita penyakit batu empedu, tiba-tiba jatuh dari
motor dan meninggal dunia, walaupun hal ini terjadi kecelakaan, tapi yang

menyebabkan dia jatuh dari motor adalah penyakit yang dideritanya. Jadi,

penanggung tidak Jiable.




BAB 111

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyelesaian Klaim Asuransi Kecelakaan Diri pada PT. Jasaraharja
Putera Cabang Padang
1. Sejarah Singkat PT. Jasaraharja Putera

Eksistensi PT. Asuransi Bintang Bali yang didirikan tahun 1986 yang
selanjutnya per tanggal | Desember 1986 berubah nama menjadi PT. Asuransi Tis
Asih merupakan cikal bakal lahirnya PT. Asuransi Jasaraharja Putera. Sejalan
dengan masuknya Yayasan Dana Pensiun & Kesejahteraan Pegawai PT. Jasa
Raharja (Persero) yang diikuti dengan perubahan struktur permodalan dan
susunan manajemen maka nama perusahaan PT. Asuransi Tis Asih dirubah
menjadi PT. Asuransi Aken Raharja.

Tuntutan bisnis terus meningkat dan kebijakan pemerintah dalam hal
deregulasi terus bergulir tidak terkecmali di bidang ausransi yaitu dengan
disahkannya UU No. 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian Juncto Peraturan
Pemerintah No. 73 tahun 1993 tentang penyelenggaraan usaha perasuransian di
Indonesia yang mulai berlaku secara efektif terhitung mulai tanggal 1 Januari
1994 UU No. 2 tahun 1992 dan PP No. 73 tahun 1993 tersebut menganut azas
spesialisasi dan menegaskan bahwa perusahaan asuransi penyelenggara Program
Asuransi Sosial dilarang menyelenggarakan bidang asuransi selain program
asuransi sosial. PT. Asuransi Jasa Raharja (Persero) sebagai penyelenggara
program Asuransi Sosial harus melepaskan bidang uasha yang bersifat komersial,

sepertl Surety Bond, Asuransi Aneka dan Extra Cover atas pelaksanaan UU No.
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33 tahun 1964 dikaitkan dengan UU No.2 tahun 1992 dan peraturan pelaksanaan
lainnya. Sejalan dengan hal tersebut, maka untuk menjaga kesinambungan
pemberian pelayanan atau jaminan asuransi kepada pengguna jasa Surety Bond
dan Asuransi Aneka serta untuk tetap memberikan nilai tambah kepada peserta
Program Asuransi Sosial, Manajemen PT. Asuransi Jasa Raharja (Persero)
mengalihkan bidang usaha yang bersifat komersial tcrsebut kepada PT. Asuransi
Aken Raharja,

Untuk mendukung kapasitas daya tampung perusahaan, para pemegang
saham khususnya Yayasan Dana Pensiun Jasaraharja dan PT. Asuransi Jasa
Raharja (Persero) melakukan penambahan modal atau restrukturisasi permodalan
dan restrukturisasi manajemen yang disettai dengan perubahan nama perusahaan
menjadi PT. ASURANSI JASARAHARJA PUTERA. Perubahan tersebut
dicatat di dalam akta Notaris MACHMUDAH RIJANTOQ, SH dengan akta No. 81
tanggal 27 November 1993 dan mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Rl
dengan surat keputusan nomor C-2-13619.HT.01.04 TH.93 tanggal 13 Desember
1993 mengenai persetujuan atas seluruh anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT.
Asuransi Jasaraharja Putera, selanjutnya disingkat menjadi PT. Jasaraharja Putera.
Secara efektif PT. Jasaraharja Putera mulai beroperasi sejak tanggal 1 Januari
1994 bersamaan dengan pengalihan bidang usaha PT. Jasa Raharja (Persero) yang
bersifat komersial tersebut.

Pada tanggal 27 November 1993 dikukuhkan sebagai tanggal berdirinya
PT. Jasaraharja Putera. Selanjutnya sejalan dengan perubahan logo, pada tanggal

27 November 2002 telah disepakati penyebutan corporafe communication berupa

JP. INSURANCE.
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Pengalaman PT. Asuransi Jasaraharja Putera sebagai afiliasi dari PT. Jasa
Raharja (Persero) telah melayani pelanggan di seluruh Indonesia selama hampir
satu setengah dasawarsa, PT. JasaraharjalJasaraharja Putera yang dikenal sebagai
JP. INSURANCE, kini semakin berkibar sebagai perusahaan asuransi yang schat
dan solid serta tumbuh dan berkembang untuk melayani dan memberikan proteksi
optimal,

PT. Jasa Rahaja (Persero) sebagai pemegang saham mayoritas adalah
sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang asuransi
sosial. Sinergi Permodalan dan keahlian yang diberikan telah mendorong JP.
INSURANCE memiliki 25 kantor cabang dan 57 kantor pemasaran yang tersebar
diseluruh nusantara, diantaranya Cabang Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Batam,
Padang, Jambi, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung,
Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, Banjarmasin, Balikpapan, Manado,
Makasar, Denpasar, Mataram, Kupang, Ternate, Jayapura, Banten.

Bagi sebuah perusahan jasa, sumber daya manusia (SDM) yang tangguh
dan professional merupakan asset yang paling bernialai, kami JP. INSURANCE
sangat menyadari hal ini. Karena walaupun dalam operasional menggunakan
teknologi canggih, di bisnis perusahaan peran manusia tak tergantikan.
Pengembangan SDM berkualitas, di JP. INSURANCE dimulai dengan memilih
calon karyawan secara sangat seslktif sejak awal perekrutan. Untuk meningkatkan
kemampuan insane JP. INSURANCE sehingga dapat menjalankan system
organisasi maupun teknologi yang juga selalu ditingkatkan, perusahaan tak segan
menanam investasi besar dalam bentuk pendidikan dan pelatihan berkelanjutan

terarah, baik di dalam maupun di luar negeri. Kami percaya, investasi pada
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keahlian sumber daya manusia merupakan investasi jangka panjang untuk
pembangunan dan perkembangan perusahaan,

Berbagai kegiatan juga kami ciptakan untuk meningkatkan rasa
kebersamaan dan memperkuat teamwork. Dalam berbagai kesempatan, JP.
INSURANCE selalu menanamkan budaya kerja perusahaan sebagai yang tak lain
adalah ethos kerja linggi yang didasarkan pada lima landasan yang kami yakini
kekokohannya: Jujur, Disiplin, Tangguh, Cermat dan Santun. Untuk
meningkatkan motivasi Kerja, tak lupa manajemen memperbaiki tingkat gaji dan
kescjahteraan perusahaan. Di sisi lain untuk memberikan tantangan kepada
seluruh jajaran perusahaan, kami menetapkan target peningkatan kinerja usaha
yang tinggi. Untuk mencapai target yang tak mudah ini, manajemen memberikan
kebebasan yang cukup besar bagi para manajer di semua bagian dan tingkatan
untuk melakukan inovasi. Sistem reward dan punishment yang jelas ini berlaku
untuk seluruh bidang, bukan hanya pemasaran dan teknis.*

2. Proses Penyelesaian Klaim Asuransi Kecelakaan Diri pada PT.
Jasaraharja Putera Cabang Padang

Menurut Pasal 246 KUHD dinyatakan bahwa perjanjian asuransi bertujuan
mengalihkan resiko dari tertanggung kepada penanggung dengan imbalan bahwa
penanggung menerima sejumlah vang sebagai premi dari tertanggung. Hal ini
berarti bahwa apabila dalam jangka waktu perjanjian asuransi terjadi suatu
peristiwa yang menimbulkan kerugian, maka penanggung akan membayar ganti
rugi atau memberikan sejumlah vang kepada tertanggung sesuai dengan isi

daripada perjanjian asuransi. Kenyataan yang terjadi didalam praktek, resiko yang

% ywww.jasaraharja-putera.co.id, diakses pada tanggal 21 Februari 2013
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diperalihkan tertanggung kepada penanggung itu tidak selalu terjadi pada saat
asuransi itu berjalan, maka uang premi yang dibayar oleh tertanggung kepada
penanggung dapat terkumpul, dan apabila suatu saat sungguh-sungguh terjadi
perisiiwa yang menimbulkan kerugian, maka kepada tertanggung yang
bersangkutan akan dibayar ganti kcrdgian atau diberikan sejumlah uang sesuai
dengan apa yang telah disepakati oleh lertanggung maupun penanggung.

Perjanjian pertanggungan yang bertujuan untuk mengalihkan resiko dari
tertanggung kepada penanggung kemudian diikuti dengan pembayaran premi
kepada penanggung, dimana unsur kepentingan yang mutlak pada pertanggungan
tersebut dapat dituntut didepan pengadilan sebagai dasar bahwa perjanjian
pertanggungan bukan termasuk perjanjian untung-untungan seperti yang
disebutkan dalam pasal 1774 KUHPerdata. Dengan terjadinya suatu peristiwa,
sehingga menimbulkan kerugian sudah tentu seorang tertanggung yang
bersangkutan akan menuntut ganti rugi kepada penanggung yang bersangkutan,
sedangkan penanggung sendiri akan memberikan ganti rugi sesuai dengan isi
perjanjian asuransi .

Pada prinsipnya prosedur penyelesaian ganti rugi yang dilakukan oleh PT.
Jasarahatja Putera didasarkan pada pasal-pasal yang terdapat dalam polis standar
asuransi kecelakaan diri No : JRP.0093.002, dan ketentuan-ketentuan yang
dibahas dalam pasal tersebut sangat dipakai dan dipraktekan oleh pihak asuransi
Jasaraharja Putera yang bertindak sebagai Penanggung dalam hal memberikan
ganti rugi kepada tertanggung atas kerugian finansial yang terjadi dikarenakan
biaya-biaya yang timbul atas terjadinya resiko sesuai dengan besarnya nominal

rupiah yang discover oleh pihak penangpung.
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Prosedur mendaftarkan diri dalam produk asuransi kecelakaan dirt di PT.

Jasaraharja Putera Cabang Padang :

1. Membawa KTP

2. Pilih Premi yang harus dibayar kepada PT. Jasaraharja Putera Cabang Padang

selaku penanggung.

Tabel 1. Macam-macam premi dan biaya santunan yang diberikan

a) Exclusive

Jenis Santunan Premi/tahun
Meninggal Cacat Tetap B. Rawatan | /orang
Dunia (Max) (Max)

Platinum [Rp. 100.000.000,- [Rp. 100.000.000,- | Rp. 10.000.000,~ | Rp. 250.000,-
Gold _[Rp. 50.000.000,~ [Rp. 50.000.000,- [Rp. 5.000.000,- | Rp. 125.000,-
Silver _[Rp. 25.000.000,- [Rp. 25.000.000,- |Rp. 2.500.000,- | Rp. 65.000,-
b) Standar
No Santunan Premi/tahun

. Meninggal Cacat Tetap B.Rawatan | /orang
Dunia (Max) (Max)
. [ Rp. 10.000.000,- | Rp. 10.000.000,- { Rp. 1.000.000,- | Rp. 40.000,-
2. | Rp. 7.000.000,~ | Rp. 7.000.000,- | Rp. 1.000.000,- { Rp. 30.000,-
3. | Rp. 5.000.000,- [ Rp. 5.000.000,- | Rp. 500.000,- | Rp. 16.000,-

¢) Untuk Mahasiswa/I dan Siswa/l

Altemnatif Santunan Premi/
Meninggal | Cacat Tetap | B. Rawatan Natural thn/orang
(Max) (Max) Death

Alternatif I [Rp. 3,5 juta  [Rp. 7 juta Rp. 700.000,- | Rp. 200.000,- Rp. 7.500,-
Alternatif 2 Rp. Sjuta  Rp. 10juta  Rp. 1.000.000,- | Rp. 200.000,- Rp. 10.000,-
Alternatif 3 [Rp. 10juta [Rp. [2juta  [Rp. 1.200.000,- | Rp. 200.000,- Rp 15.000,-

Alternatif4 Rp. 12,5 juta Rp. 12,5 juta  [Rp. 1.250.000,- | Rp. 200.000,~ Rp. 20.000,-

3. Tunggu 1-2 minggu untuk mengambi! kartu terdaftar sebagai tertanggung.

4, Dalam hal membayar premi dapat dilakukan pada saat daftar pertama atau

pada saat mengambil kartu terdaftar sebagai tertanggung.




5. Masa sebagai anggota berlaku selama 1 tahun dan dapat diperpanjang
apabila tertanggung ingin memperpanjang.”’

Berdasarkan kemungkinan kerugian atau cacat yang diderita yang
diakibatkan oleh suatu kecelakaan, maka kondisi santunan dalam asuransi
kecelakaan dibagi ke dalam 4 tingkatan sebagai berikut

1. Santunan untuk yang meninggal dunia (death) (A)

2. Santunan untuk yang cacat tetap (permanent disability) (B)

3. Santunan untuk yang cacat sementara (temporary disability) (C)
4. Santunan untuk biaya pengobatan (medical expenses) (D)

5. Santunan natural death (ND)

Berikut uraian batasan Asuransi Kecelakaan Diri yang mendapatkan
santunan dari PT. Jasaraharja Putera (dalam pasal 2 Polis No‘: JRP.0093.002),
yaitu :

a, Meninggal Dunia (A)

Bila tertanggung meninggal dunia disebabkan oleh suatu kecelakaan yang

ditanggung oleh polis, maka ahli warisnya atau anak-anaknya atau yang

ditunjuk (namanya dicantumkan didalam polis), memperoleh santunan dari
penanggung sebesar uang pertanggungan (UP), yang besarnya ditentukan
ketika menutup asuransi tempo hari.

b. Cacat Tetap (B)
Cacat dibagian tertentu jasmani yang diakibatkan oleh suatu kecelakaan

yang ditanggung oleh polis. Cacat itu bersifat permanen (tetap), artinya :

! Wawancara dengan lbu Mira alida, selaku Kepala seksi Pemasaran PT Jasaraharja
Putera Cabang Padang, pada hari Senin Tanggal 25 Februari 2013.
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1. Bagian jasmani yang cacat tidak dapat berfungsi lagi seperti semula,
sebelum ditimpa kecelakaan
2. Bagtan jasmani yang cacat berkurang kemampuannya dari kemampuan
semula, sebelum kecelakaan, dan berkurangnya kemampuan itu bersifat
permanen.
Besarnya santunan untuk cacat tetap di tentukan berdasarkan suatu
persentase (%) dari uang pertanggungan (UP), yang di tentukan persentase
dan UP-nya ketika menutup asuransi tempo hari.
¢, Cacat sementara (C)
Cacat dibagian tertentu jasmani yang diakibatkan oleh suatu kecelakaan
yang ditanggung oleh polis. Cacat sementara bisa sembuh kembali dan
bagian jasmani yang cacat dapat berfungsi kembali seperti semula sebelum
ditimpa kecelakaan.
d. Biaya Pengobatan (D)
Santunan biaya pengobatan untuk setiap kali kecelakaan yang ditanggung
oleh polis pada umumnya maksimal 10% da{'i UP cacat tetap (B).
e. Natural Death (ND)
Santunan natural death adalah santunan yang diberikan untuk fetanggung
yang meninggal dunia karena sakit. Santunan yang diberikan sesuai
dengan prerﬂi yang telah dibayar oleh tertanggung.
Mereka yang berhak mengajukan tuntutan santunan (Pasal 10 dalam Polis
No: JRP 0093.002) :
a. Dalam hal koban meninggal dunia

1. Janda/duda sah
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2. Bila tidak ada janda/dudanya, diserahkan pada anaknya yang sah
3. Bila tidak ada janda, duda atau anak yang sah, maka dana santunan itu
diserahkan pada orang tua yang sah
b. Dalam hal korban tidak meninggal dunia pembayaran santunan akan
diberikan kepada:
1. Si korban itu sendiri bila ia telah dewasa
2. Orang tua yang sah, apabila korban masih dibawah umur
3. Korban dibawah umur dan orang tuanya telah meninggal dunia, maka
santunan diserahkan kepada korban sendiri disaksikan oleh keluarga yang
terdekat pada korban atau yang memelihara atau pihak yang berwajib
c. Dalam hal korban tidak mempunyai ahli waris
Jika ahli waris sebagaimana yang disebut diatas tidak ada atau telah
meninggal dunia, maka dana santunan diberikan kepada ahli warisnya yang
lainnya, yang ditetapkan pejabat berwenang.
Proses Penyelesaian Klaim Asuransi Kecelakaan Diri pada PT. Jasaraharja
Putera Cabang Padang
1. Pengajuan Klaim
a. Pelaporan kejadian
1) Tertanggung wajib melaporkan/memberitahukan kecelakaan yang
dialami baik secara lisan maupun tertulis sesuai waktu yang ditetapkan
oleh PT. Jasaraharja Putera terdekat yaitu 3x24 jam tetapi kalau
kecelakaan yang dialami tertanggung tersebut menyebabkan kematian
maka harus dilaporkan segera dalam 24 jam. (Pasal 3 ayat 2 Polis No:

JRP.0093.002)
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2) Mengisi formulir laporan kerugian yang telah disediakan dan
melengkapi dokumen pendukung yang diperlukan sesuai jenis kerugian,
b. Persyaratan dokumen
1) Dokumen dasar

Formulir laporan kerugian yang diisi lengkap oleh instansi/petugas yang

berwenang sesuai dengan jenis kerugiannya ;
a) LK 1 untuk pengajuan klaim Extra Cover, AKDP, AKD dan PL.
b) LK 2 untuk pengajuan klaim ATP
¢) LK3 untuk pengajuan klaim Asuransi Lintas Batas
Uraian mengenai kecelakaan dan identitas korban diisi dan
ditandatangani oleh korban (ahli waris/tertanggung) sesuai laporan
kecelakaan dan diketahui oleh pejabat yang berwenang atau oleh pengelola.
Uraian mengenai kesehatan korban diisi dan ditandatangani oleh Rumah
Sakit/Puskesmas/Dokter yang merawat korban. Dan uraian mengenai
keterangan ahli waris diisi dan ditandatangani ahli waris korban dan
diketahui Pamomg Praja Setempat/Instansi berwenang lainnya.
2) Dokumen Pendukung
Untuk kerugian diri manusia (Bodily Injury)
a. Sifat cidera meningal dunia
Laporan kecelakaan dan sket gambar/keterangan kecelakaan dari
instansi yang berwenang, foto copy tanda peserta Asuransi, surat

keterangan kematian dari Rumah Sakit/Pamong Praja, foto copy

Identitas diri ahli waris yang sah dan masih berlaku.




b. Sifat cidera luka-luka
Laporan kecelakaan dan sket gambar/keterangan kecelakaan dari
instansi yang berwenang, foto copy tanda peserta Asuransi, kuitansi
asli biaya perawatan dan pembelian obat-obatan dari Rumah

" Sakit/Apotik, foto copy identitas diri yang sah dan niasih berlaku

dari orang menerima ganti rugi, surat rujukan apabila pindah rawal
ke Rumah Sakit lain.
Dalam hal kuitansi dibuat atas nama korban, maka yang diperlukan
adalah buktl diri korban. Dalam hal kuitansi dibuat atas nama orang
lain, maka diperlukan bukti diri dari orang lain yang membiayai
biaya perawatan.
Dalam hal bentuk mendapatkan ganti rugi kemudian membuat surat
kuasa bermateri cukup dan tanda pengenal masing-masing pihak.

c. Sifat cidera cacat tetap
Laporan kecelakaan dan sket gambar/keterangan kecelakaan dari
instansi yang berwenang, foto copy tanda peserta Asuransi,

keterangan dokter mengenai cacat/berkurangnya fungsi serta
prosentase yang ditetapkan termasuk foto rontgent kalau ada, foto
copy bukti diri korban yang sah dan masih berlaku.
2. Penerimaan Berkas Klaim
Pada saat menerima berkas klaim petugas yang menangani melakukan
langkah-langkah antara lain :

a. Meneliti kelengkapan persyaratan dokumen.

56




b. Meneliti kasus kecelakaan sehingga dapat menyimpulkan kepastian
jaminannya.

c. Memberikan informasi tentang hal-hal yang masih diperlukan dan waktu
penyelesaian lebih lanjut apabila kasusnya memerlukan penelitian.

d. Apabila dari penelitian awal sudah dapat disimpulkan bahwa kasusnya
tidak terjamin agar diinformasikan dengan bahasa yang mudah dipahami
oleh klaiment, selanjutnya ditegaskan secara tertulis.

e. Membuat tanda terima berkas rangkap 2 (dua), lembar asli diserahkan
kepada klaiment dan [eimmbar foto copy disatukan dengan berkas.

f. Mencatat berkas klaim tersebut dibuku register pengajuan klaim, sesuai
jenis jaminan.

Penelitian/survey klaim, yaitu ;
a. Penelitian berkas
Hal-hal yang perlu diperhatikan disini antara lain ;
1) Kebenaran pengisian formulir LK dan dokumen pendukung
2) Melakukan uji silang dengan data administrasi.
3) Melakukan koordinasi dengan unit terkait mengenai kebenaran bukti
kepesertaan Asuransi.
4) Melakukan konfirmasi dengan cabang lain apabila kasus kecelakaan
atau pembayaran diwilayah cabang lain tersebut.

b. Survey lapangan
Terhadap berkas klaim yang meragukan agar dilakukan survey lapangan.
Petugas yang melakukan survey membuat laporan hasil survey disertai

kesimpulan yang jelas serta didukung surat pernyataan dari saksi-
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saksi/photo. Laporan hasil survey tersebut wajib diketahui oleh kepala
bagian/kepala cabang selanjutnya dilampirkan dalam berkasnya.
3. Penyelesaian Klaim
Penyelesaian klaim dari berkas yang memenuhi persyaratan ada 3(tiga)
kemungkinan, yaitu
a. Pembayaran klaim (bila terjamin)

Berkas klaim yang terjamin dan akan dibayar, dibuatkan kuitansi
pembayarannya. Kuitansi tersebut bersama dokumen pengajuan klaim dilihat
oleh pejabat/petugas klaim. Selanjutnya diteruskan ke pejabatl petugas
keuangan untuk disiapkan pembayarannya. Sebelum dibayarkan
pejabat/petugas  keuangan tetap berkewajiban untuk meneliti kembali
berkasnya. Setelah pembayaran, kuitansi asli beserta foto copynya dan 2(dua)
berkas foto copy dokumen pendukung untuk arsip keuangan. 1(satu) lembar
BPK dan foto copy kuitansi serta berkas lainnya ke klaim.

Untuk berkas klaim yang terjamin diajukan dan diproses oleh
kolektor/pos  penghubung/SAMSAT, perwakilan membuat kuitans]
pembayaran dan BPK serta mengirim uang santunannya. Uang keperluan
arsip  1(satu) set berkas lengkap ditahan oleh  kolektor/pos
penghubung/SAMSAT, kuitansi asli dan berkas lainnya dikembalikan ke
perwakilan.

Untuk pembayaran klaim langsung kepada Rumah Sakit/Instansi agar
dilakukan dengan pemindahbukuan/bilyet giro.

Dalam hal kita menerima permintaan penggantian biaya rawatan yang

merupakan sisa tagihan dari asuransi lain diperlukan foto copy yang telah
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dilegalisir serta surat pernyataan yang menyatakan kuitansi asli dan jumlah
yang telah dibayar oleh asuransi [ain.
b. Penolakan klaim (bila tidak terjamin)

Klaim akan terjamin apabila semua syarat yang diperlukan telah
dipenuhi (penjelasannya lihat hlm.54-57) dan kerugian yang dialami
tertanggung juga terjamin didalam polis asuransi kecelakaan diri No:
JRP.0093.002 tetapi apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka klaim
tersebut tidak dijamin dan segera ditegaskan penolakan dengan mengirimkan
surat penolakan kepada korban atau ahli warisnya dengan tembusan divisi
klaim.

Yang perlu diperhatikan dalam penolakan tersebut :

1. Digunakan kalimat yang jelas dan tegas serta mudah dipahami oleh
pihak klaiment.
2. Menyebutkan alasan penolakan berdasarkan pasal-pasal yang ada
didalam polis.
3. Tidak menggunakan kalimat yang bersifat memvonis.
c. Pelimpahan klaim (bila korban/ahli waris berdomisili di wilayah cabang
lain)

Dalam hal korban tidak meninggal dunia pembayaran santunan akan

dilimpahkan kepada:
1. Si korban itu sendiri bila ia telah dewasa
2. Orang tua yang sah, apabila korban masih dibawah umur
3. Korban dibawah umur dan orang tuanya telah meninggal dunia, maka

santunan diserahkan kepada korban sendiri disaksikan oleh keluarga
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yang terdekat pada korbap atau yang memelihara atau pihak yang
berwajib

4. Apabila korban tersebut meninggal dunia maka akan dilimpahakan ahli
warisnya adalah jandanya/dudanya yang sah, maka anak-anaknya yang
sah, dalam hal keduanya tidak ada, maka kepada orang tuanya yang
sah.

5. Jika ahli waris yang disebutkan diatas telah meninggal dunia maka
akan dilimpahkan kepada ahli waris sah yang lainnya yang ditetapkan
oleh pejabat yang berwenang,

Untuk penanganan berkas klaim yang telah memenuhi persyaratan
dan siap untuk dibayarkan, sementara korban/ahli warisnya berada di wilayah
cabang/perwakilan lain, maka berkas tersebut dilimpahkan ke
cabang/perwakilan terdekat dengan domisilinya.

Cabang/perwakilan yang mengirim berkas bertanggungjawab
terhadap kebenaran kasusnya, sedangkan cabang/perwakilan yang menerima
berkas bertanggungjawab terhadap penyelesaian pembayaran termasuk
keabsahan korban/ahli warisnya.

Dokumen klaim yang harus dilengkapi dalam pelimpahan adalah :

a. Isian formulir LK asli berikut laporan polisi dan sket gambar.

b.Lembaran disposisi dan lembaran data entry.

c.Tembusan surat panggilan kepada korban/ahli warisnya.

d.Kuitansi asli biaya perawatan dari Rumah Sakit/dokter/apotik (untuk

pelimpahan biaya perawatan)
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e.Surat keterangan dan penetapan prosentase cacat (untuk pelimpahan

klaim cacat tetap)™

Dari urailan diatas jika dokumen sudah lengkap maka prosedur
penyelesaian klaim dapat di lihat pada gambar berikut :

Baglan Keuangan ]
KLAIM ASURANSI crsctyjuan
[ Tertanggung ] I:D [ . ':D L(epa]d bagian
Persetujuan
kepala cabang

Gambar 1. Proses penyelesaian klaim

Keterangan :

1. Tertanggung mengajukan klaim dengan membawa dokumen yang sudah
lengkap kepada bagiaﬁ klaim asuransi.

2. Klaim asuransi memproses dokumen tertanggung dan membuat laporan klaim
untuk meminta persetujuan kepada kepala bagian klaim.

3. Kepala bagian klaim membuat laporan untuk meminta persetujuan kepada
kepala cabang,

4. Kepala cabang membuat perintah untuk pencairan santunan kepada bagian

klaim asuransi.

2 Wawancara dengan Bapak Suko Untoro selaku Kepala Seksi Kiaim & Umum PT
Jasaraharja Putera Cabang Padang, pada hari Selasa Tanggal 5 Maret 2013,




5. Bagian klaim asuransi membuatkan kwitansi uniuk di tujukan kepada bagian
keuangan untuk pencairan dana santunan.

6. Bagian keuangan menyerahkan dana santunan kepada pihak tertanggung
sesuai dengan premi yang dibayar oleh tertanggung.

Tabel 2. Pembayaran Klaim yang dilakukan PT. lJasaraharja Putera Cabang

Padang Tahun 2011
Bulan Pengajuan klaim Penolakan Klaim Jumlah pembayaran
klaim yg dilakukan
Januari 37 Orang - Rp. 28.525.030,-
Februari 11 Orang - Rp. 128.234.000,-
Maret 13 Orang - Rp. 93.877.150,-
April 5 Orang - Rp.  5.647.000,-
Mei 14 Orang - Rp. 36.702.035,-
Juni 9 Orang - Rp. 215.438.500,-
Juli 28 Orang - Rp. 27.219.453 -
Agustus 5 Orang - Rp. 5.645.000,-
September 6 Orang - Rp. 6.760.000,-
Oktober 24 Orang - Rp. 24.618.982,-
November 11 Orang - Rp.  6.069.000,-
Desember 37 Orang - Rp. 15.248.310,-
Jumlah 200 Orang - Rp. 593.984.460,-

Pada tahun 2011 semua klaim yang diajukan tertanggung kepada PT.
Jasaraharja Putera Cabang Padang tidak ada yang ditolak dan semua kiaim
tersebut telah dilakukan pembayarannya kepada tertanggung sesuai dengan
batasan santunan yang telah ditetapkan. Tidak adanya klaim yang ditolak, karena
semua syarat-syarat dalam mengajukan klaim terpenuhi oleh tertanggung. Syarat-
syarat yang harus dipenuhi oleh tertanggung pada saat mengajukan klaim yaitu:

1. Lengkapnya semua berkas/dokumen-dokumen yang diperlukan
{(penjelasannya lihat him.54-57) dalam mengajukan klaim,

2. Masa berlaku polis belum habis, dan
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3. Penyebab terjadinya kecelakaan terjamin dalam polis kecelakaan diri

No: JRP.0093.002.

Tabel 3. Pembayaran Klaim yang dilakukan PT. Jasaraharja Putera Cabang

Padang Tahun 2012
Pengajuan Penolakan | Jumlah pembayaran Jumlah .
Bulan klaim Klaim klaim yg dilakukan pembayaran klaim
yg tdk dilakukan
Januari 15 Orang I Orang Rp. 36.456.900,- Rp. 180.000,-
Februari 26 Orang - Rp. 381.595.975,-
Maret 8 Orang - Rp. 4.927.500,-
April 8 Orang R Rp. 50.765.222 -
Mei 10 Orang - Rp. 58.116.840,-
Juni 4 Qrang - Rp. 19.980.800,-
Juli 25 QOrang - Rp. 178.002.980,-
Agustus 8 Orang - Rp. 78.321.000,-
September 5 Orang - Rp. 142.164.996,-
Oktober 18 Orang 1 Orang Rp. 144.411.000,- [ Rp. 10.000.000,-
November 9 Orang - Rp. 35.373.600,-
Desember 22 Orang - Rp. 47.428.330,-
Jumlah 158 Orang 2 Orang | Rp. 1.177.545.143,- | Rp. 10.180.000,-

Pada tahun 2012, ada 2 orang yang klaimnya ditolak oleh PT. Jasaraharja

Putera Cabang Padang. Klaim tersebut ditolak, karena:

1. Tidak lengkapnya berkas

2. Masa berlaku polis telah habis

3. Penyebab terjadinya kecelakaan tidak sesuai dengan isi polis yang dijamin.

Point 3 ini sangat berhubungan dengan Prinsip Penyebab Dominan (Proximate

Cause), karena proximate cause dari kejadian tidak dijamin oleh Polis asuransi

kecelakaan diri No: JRP.0093.002, seperti: tertanggung tidak memiliki SIM

(Surat Izin Mengemudi), balapan liar dan penyakit.

Dari 2 tabe! diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak akan terjadi

penolakan klaim, apabila semua syarat-syarat dalam mengajukan klaim terpenuhi

oleh tertanggung.
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B. Penerapan Prinsip Penycbab Dominan (Proximate Cause) dalam

Penyelesaian Klaim Asuransi Kecelakaan Diri pada PT. Jasaraharja Putera
Cabang Padang

Setiap polis selalu mencantumkan peril-peril (penyebab suatu kerugian)
yang dijamin asuransi serta mencantumkan scbab tertentu yang dikecualikan.
Prinsip Penyebab Dominan (Proximate Cause) ini digunakan atau diterapkan oleh
PT. Jasaraharja Putera dalam menentukan penyebab kerugian yang dialami oleh
Tertanggung tersebut dijamin atau tidak dijamin dalam polis asuransi kecelakaan
diri No : JRP.0093.002 dan prinsip penyebab dominan (proximate cause) inl juga
diterapkan dalam menentukan pemberian santunan/ganti kerugian terhadap
tertanggung yang mengalami kerugian. Untuk itu diperlukan langkah-langkah
untuk dapat memahami Penyebab Dominan (Proximate Cause) sebagai berikut
1. Arti dari Penyebab Dominan (Proximate Cause)

Proximate cause bukan merupakan sebab utama atau sebab terakhir,
namun merupakan sebab dominan/sebab operative. Pernyataan bahwa sebabnya
adalah “active dan efficient” yang mengandung arti bahwa ada hubungan
langsung antara sebab dan akibat. Dan proximate cause juga dapat diartikan
suatu sebab aktif, efisien, yang mengakibatkan tetjadinya suatu peristiwa secara
berantai tanpa intervensi suatu kekuatan iain, yang diawali dan bekerja dengan
aktif dari suatu sumber baru dan independen. Sangat jarang terjadi suatu event
(peristiwa/kejadian) tunggal yang terjadi menyebabkan kerugian.

2. Pengaruh penerapan penyebab dominan (proximate cause) dalam polis dan
penyelesaian klaim asuransi kecelakaan diri pada PT. Jasaraharja Putera

Cabang Padang
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Proximate cause tidak selalu/bukan merupakan sebab akhir pada saat
terjadi peristiwa, sebab akhir bisa jadi semata-mata rangkaian yang
menghubungkan event (peristiwa/kejadian) dengan proximate cause. Hubungan
sebab dan akibat harus jelas antara peristiwa dan sebab yang ada. Harus
ditunjukan bahwa evennya adalah sebagai akibat alamiah (naturai consequence).
Apabila kepentingan yang diasuransikan mengalaimi musibah atau kecelakaan,
maka pertama-tama akan dicari sebab-sebab yang aktif dan efisien yang
menggerakan suatu rangkaian peristiwa tanpa terpetus sehingga pada akhirnya
terjadilah musibah atau kecelakaan tersebut. Melalui proximate cause akan dapat
di ketahui apakah penyebab terjadinya kecelakaan tersebut dijamin atau tidak
dijamin dalam polis asuransi.

Kecelakaan-kecelakaan yang tidak termasuk pertanggungan polis
asuransi kecelakaan diri No: JRP.0093.002, yaitu :

1.-Jika tertanggung

a. Bertindak sebagai pengemudi kendaraan bermotor tanpa memiliki SIM
{(Surat [zin Mengemudi) yang sah.

b. Turut serta dalam lalu lintas udara, kecuali jika Tertanggung menjadi
penumpang yang sah dalam pesawat terbang bermotor yang telah
diperlengkapi untuk pengangkutan penumpang, waktu pesawat itu dipakai
untuk pengangkutan yang demikian itu oleh Perusahaan Penerbangan yang
mempunyai izin untuk itu atau oleh Perusahaan Penerbangan Negara.

¢. Turut serta dalam kegiatan olahraga berbahaya seperti tinju, gulat, karate,
silat, judo, jiu jit tsu, rugby, ski air, diving, caving, arung jeram, terjun

payung, mendaki gunung (diatas 2.500 meter), memburu binatang
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buas/besar, berlayar seorang diri, berlatih atau turut serta dalam
perlombaan kecakapan atau ketangkasan dengan kuda-kuda, sepeda-
sepeda, kendaraan bermotor,

d. Melakukan kejahatan atau turut serta dalam kejahatan, maka Penanggung
tidak wajib membayar santunan/ganti rugi mengenai kecelakaan yang
timbul dari hal-hal itu, kecuali telah diperfanjian lain.

2. Disamping itu Penanggung juga tidak wajib memberikan santunan/ganti rugi
mengenai kecelakaan ;

a. Yang menimpa Tertanggung karena mengikuti latihan atau menjalankan
tugas dalam kemiliteran kecuali jika telah diperjanjikan lain tanpa
mengurangi apa yang ditetapkan dalam ayat b pasal ini.

b. Kecelakaan yang disebabkan perang, atau keadaan yang dapat disamakan
dengan itu karena dipergunakannya senjata atau alat-alat peperangan lain,
kerena pendudukan musuh, perang saudara, pemberontakan, huru hara,
tindakan-tindakan sabot atau teror, ditahannya Tertanggung dalam tempat
tawanan atau karena dilaksanakan secara tepat atau tidak tepat suatu
perintah dari Pejabat-pejabat atau instansi ketentaraan, sipil, kehakiman,
kepolisian atau politik yang diambil sehubungan dengan keadaan tersebui
diatas atau berhubung dengan bahaya yang akan timbul.

c. Kecelakaan-kecelakan akibat oleh atau reaksi inti atom.

3. Kecuali jika telah diperjanjikan lain, maka Penanggung tidak wajib

memberikan santunan/ganti rugi dalam hal :
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a. Kecelakaan-kecelakaan yang disebabkan atau patut diduga karena
Tertanggung mengalami penyakit, cacat badan atau keadaan yang luar
biasa baik rohani maupun jasmani.

b. Bertambah besarnya akibat-akibat kecelakaan karena penyakit
Tertanggung seperti penyakit gula, peredaran darah yang kurang baik,

pembuluh darah mekar, butanya satu mata jika mata yang lain tertimpa

kecelakaan. Ketentuan ini tidak berlaku, jika keadaan yang dimaksudkan
itu tealah disebabkan kecelakaan yang lain yang menjadi tanggungan
Penanggung. Untuk hernia, kepanasan, kedinginan dan penyakit pitam
yang disebabkan oleh hari panas, tidak mendapat santunan.

4. Penanggung tidak wajib membayar santunan/ganti rugi untuk :

a. Ongkos-ongkos yang dibuat untuk mencegah atau mengurangi kerugian,
jika tidak diperjanjikan lain.

b. Kecelakaan-kecelakaan dan akibat-akibat kecelakaan yang disebabkan
kesalahan keras, dengan sengaja atau sengaja bersyarat atau dengan
persetujuan Tertanggung atau orang yang berhak menerima santunan/ganti
rugi. Apa yang ditetapkan ayat b ini tidak berlaku untuk kecelakaan atau
akibat kecelakaan yang disebabkan :

1) Karena Tertanggung menjalankan tugas yang termasuk pekerjaan yang
diterangkan dalam sertifikat.

2) Karena Tertanggung mencoba menyelamatkan dirinya, orang-orang
lain, hewan-hewan atau barang-barang, atau mempertahankan atau

melindunginya, secara sah, denpan tidak mengurangi apa yang

ditetapkan ayat 2b.




Agar tertanggung dapat mengajukan klaim kerugian, ia harus
menunjukkan bahwa kerugiannya termasuk dafam perlindungan asuransi yang
diatur, dalam artian ketentuan-ketentuan kontrak asuransi. Tertanggung juga
harus menunjukkan bahwa kerugiannya adalah bersifat langsung yang
diakibatkan oleh bahaya atau resiko yang dipertanggungkan.

Penerapan dokirin penyebab dominan/proximate cause sangal relevan
ketika pada kenyataannya, satu sebab kerugian secara tegas tercakup dalam polis,
sedangkan sebab lainnya secara tegas dikecualikan. Pihak Asuransi PT.
Jasaraharja Putera Cabang Padang dalam prakicknya menerapkan prinsip
penyebab dominan (proximate cause) ini pada saat mencari sebab akibat
terjadinya kerugian yang dialami tertanggung, misalnya seseorang mengalami
suatu kecelakaan yang membuat orang tersebut mengalami luka berat, dengan
prinsip penyebab dominan (proximate cause) ini pihak asuransi akan mencari
sebab-sebab yang paling dominan, aktif dan efisien yang menyebabkan
terjadinya kecelakaan tersebut,

Pada PT. Jasaraharja Putera Cabang Padang dalam mencari penyebab
dominan (proximate cause) dari suatu kejadian itu merupakan tugas bidang klaim
yaitu Bapak Suko Untoro (sebagai Kasi Klaim dan Umum), Bapak Aswir
(sebagai Pegawai Administrasi), dan bapak Shandi Eifindri (sebagai Honorer
bagian klaim), tidak ada tim khusus yang dibentuk. Dalam mencari Penyebab
Dominan (Proximate Cause) dari suatu kejadian, pihak bidang klaim (biasanya
Bapak Aswir) tersebut akan melakukan survey langsung kelapangan. Survey
langsung kelapangan ini hanya dilakukan apabila si tertanggung mengalami fuka

berat, cacat tetap dan meninggal dunia kalau luka ringan cukup pihak dari
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tertanggung dalam mengajukan klaim membawa bukti kuitansi dari rumah sakit

yang distempel asli dan pihak tertanggung mengisi Lk1, Pihak asuransi memiliki

kecurigaan yang tinggi dan tidak akan percaya dengan hanya mendengar

keterangan yang diberikan oleh korban/tertanggung, karena pihak asuransi tidak

akan mudah ditipu oleh tertanggung yang tidak jujur. Ada beberapa hal yang

dijadikan tolak ukur oleh pihak bidang klaim dalam menerapkan prinsip

Proximate Cause ini saat melakukan survey lapangan yaitu :

1.

Hasil Wawancara

Yaitu hasil yang didapatkan setelah mclakukan wawancara kepada orang-
orang atau masyarakat sekitar yang melihat terjadinya kecelakaan tersebut
(kalau yang terjadi kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan luka berat dan
meninggal dunia) mengenai kronologi kejadian, apabila korban mengalami
kecelakaan seperti tenggelam dilaut/sungai dilakukan wawancara dengan
warga setempat menanyakan kapan waktu terjadinya peristiwa tenggelam
tersebut dan bertanya apakah mayat korban sudah ditemukan atau belum,
mewawancarai tetangga-tetangga korban apabila korban/tertanggung
meninggal dunia dan melakukan wawancara kepada ahli waris korban untuk
mencari keabsahannya,

Hasil Survey ke Rumah Sakit

Yaitu hasil yang didapatkan setelah bertanya kepada dokter/pihak rumah
sakit, apakah ada korban/tertanggung tersebut menjadi pasien di Rumah Sakit
itu, mengcopy rekam medis korban/tertanggung tersebut dan melihat obat-
obat yang dibeli oleh korban/tertanggung apakah obat tersebut memang untuk

orang yang mengalami Kecelakaan atau obat untuk penyakit tertentu, apabila
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diketahui bahwa si korban/tertanggung tersebut menderita suatu penyakit

maka pihak asuransi tidak akan membayar klaim/santunan kepada
korban/tertanggung tersebut. Rekam medis adalah berkas yang berisikan
catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan,
tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.
3. Polis Asuransi Kecelakaan Diri No: JRP.0093.002

Pada saat melakukan survey lapangan tersebut akan terlihat apakah kejadian
tersebut dijamin atau tidak dijamin dalam polis dan juga melihat prosentase-
prosentase apabila akibat dari kecelakaan tersebut tertanggung mengalami
cacat tetap.?

Dapat dilihat beberapa kasus tertanggung pada PT. Jasaraharja Putera
berkaitan dengan penerapan prinsip penyebab dominan (proximate cause) dalam
masalah kiaim apakah penyebab terjadinya kecelakaan tersebut dijamin atau tidak
dijamin dalam polis asuransi dari tahun 2012 sampai 2013, yaitu :

I. Yahya, seorang mahasiswa Poltek Negeri Padang berumur 19 tahun,
mengalami kecelakaan pada hari jum’at jam 14.30 tanggal [ februari 2013
di jalan M. Hatta di dekat kampus telah terjadi kecelakaan yang disebabkan
oleh laka lantas antara sepeda motor dengan kendaraan roda empat sehingga
menimbulkan korban luka berat. Poltek Negeri Padang telah bekerja sama
dengan PT. Jasaraharja Putera cabang padang dalam hal asuransi kecelakaan
diri untuk mahasiswa/i. Pihak keluarga Yahya melakukan klaim kepada

penanggung untuk dapat memberi santunan/ganti rugi dalam hal kerugian

2 Wawancara dengan Bapak Suko Untoro selaku Kepala Seksi Klaim & Umum PT
Jasaraharja Putera Cabang Padang, pada hari Rabu Tanggal [ Mei 2013.
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yang dialaminya. Pihak bidang klaim melakukan survey kelapangan untuk
mencari penyebab dominan (proximate cause) dari kecelakaan dan hasil dari
survey tersebut sesuai dengan bukti-bukti/dokumen-dokumen yang
dilampirkan pihak keluarga tetanggung dalam mengajukan klaim dan
kecelakaan tersebut dijamin dalam polis asuransi kecelakaan diri. Maka
kiaim Yahya pun diterima dan diberikan santunan sebesar Rp. 2.000.000,-

. Masri berumur 56 tahun, mengalami kecelakaan pada hari rabu jam 13.00
tanggal 6 februari 2013, di jalan sawahan Padang yang kronologis kejadian
yaitu saat korban hendak menyeberangi jalan di jalan H. Agus Salim Padang
(depan ampere mama) tiba-tiba korban ditabrak oleh sebuah sepeda motor
sehingga korban mengalami luka ringan pada bagian kaki dan tangan.
Selama ditangani oleh dokter luka korban pun tidak membatk dan akhimya
korban meninggal dunia pada tanggal 10 februari 2013. Pada saat keluarga
tertanggung mengklaim ke PT. Jasarahatja Putera Cabang Padang, pihak
bagian klaim melakukan survey lapangan di Rumah sakit tertanggung
dirawat untuk mengetahui penyebab dominan (proximate cause) dari
kejadian tersebut dan dari hasil survey tersebut diketahui bahwa tertanggung
meninggal dunia karena penyakit gula yang dideritanya bertambah parah
setelah mengalami kecelakaan, Akhirnya, penanggung menolak klaim
tersebut dan tidak memberikan santunan karena si tertanggung tidak pernah
memberitahukan kepada penanggung bahwa ia mempunyai penyakit gula
dan penyakit tersebut tidak dijamin dalam polis asuransi kecelakaan diri.

. Aziz umur 17 tahun, pada hari senin jam 11.00 tanggal 18 Februari 2013 di

muaro bungo telah terjadi kecelakaan yang disebabkan oleh Kronologis
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kejadian, pada saat aziz mengendari sebuah sepeda motor tiba-tiba sepeda
motor yang dikendarainya menabrak sebuah drainase yang berada dipinggir
jaln sehingga mengakibatkan aziz mengalami luka ringan. Penyebab
Dominan (Proximate cause) yaitu kecelakaan sepeda motor. Dalam polis
asuransi kecelakaan diri penyebab tersebut dijamin. Pada saat aziz
mengklaim kepada PT. Jasaraharja Putera Cabang Padang, aziz mengisi
formulir Lk 1 dan melampirkan bukti kwitansi rumah sakit tetapi PT.
Jasarahrja Putera Cabang Padang mengetahui kalau aziz belum memiliki
SIM. Dalam polis asuransi kecelakaan dirl pasal 2 ayal | hurul a bagi
pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM maka hal tersebut
tidak termasuk pertanggungan. Jadi, PT. Jasaraharja Putera menolak kalim
yang diajukan oleh aziz.

. David umur 20 tahun, pada hari selasa jam 22.30 tanggal 23 Oktober 2012
di Purus 5 dekat Pantai Padang mengalami kecelakaan dengan kronologi
kejadian, David mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi
sehingga membuatnya kehilangan kendali dan akhirnya menabrak sebuah
pembatas jalan, David mengalami luka parah dan dibawa kerumah sakit
tetapi dalam perjalanan mt;,nuju rumah sakit David telah meninggal dunia.
Pihak keluarga mengajukan klaim ke PT. Jasaraharja Putera Cabang Padang
dan pihak klaim pun melakukan survey lapangan untuk mencari penyebab
dominan (proximate cause) dan hasil survey diketahui bahwa David

menggunakan sepeda motornya untuk balapan lar. Jadi, PT. Jasaraharja
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Putera tidak memberikan santunan/ganti rugi dimana kecelakaan tersebut
terjadi karena balapan liar.?*

Dari kasus diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa prinsip penyebab
dominan (proximate cause) sangat berpengaruh dalam menentukan penyebab
terjadinya suatu kerugian terhadap seseorang dan kerugian tersebut dijamin atau
tidak dijamin dalam polis asuransi kecelakaan diri.

C. Hambatan yang Muncul saat Menerapankan Prinsip Penyebab Dominan
(Proximate Cause) dalam Penyelesaian Klaim Asuransi Kecelakaan Diri pada
PT. Jasaraharja Putera Cabang Padang serta Upaya Mengatasinya

Daiam penelitian yang telah dilakukan jarang terjadi hambatan dalam

menerapkan Prinsip Penyebab Dominan (Proximate Cause) ini karena yang
dijamin dan tidak dijamin telah tercatat dalam polis. Hanya beberapa hambatan
yang muncul pada penerapan Prinsip Penyebab Dominan (Proximate Cause)
dalam penyelesaian klaim asuransi kecelakaan diri yaitu:

1. Sering terjadi perdebatan antara tertanggung dengan penanggung dalam
menetapkan penyebab dominan yang telah mengakibatkan kerugian. Ada
beberapa tertanggung yang tidak berkata jujur dalam memaparkan
kronologi peristiwa yang dialaminya dan tidak berkata jujur mengenai
penyakit yang telah dideritanya sewaktu ia mengasuransikan dirinya kepada
pihak asuransi.

2. Lokasi terjadinya kecelakaan tersebut jauh dari tempat tertanggung

mengklaim, maka dalam hal survey lapangan pihak asuransi PT. Jasaraharja

* Wawancara dengan Shandi Elfindri selaku Honorer bagian Klaim PT Jasaraharja
Putera Cabang Padang, pada hari Kamis Tanggal 14 Maret 2013,
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Putera Cabang Padang akan meminta bantuan kepada kantor cabang lain
yang dekat dengan lokasi kecelakaan tersebut terjadi.
Dan dalam hal penyelesaian klaim oleh tertanggung ada beberapa hambatan yang
muncul, yaitu :
I. Pengemudi kendaraan bermotor tidak memiliki SIM (Surat Izin
Mengemudi)

Apabila pengemudi tersebut tidak memiliki SIM (Surat Izin
Mengemudi), walaupun penyebab kecelakaan tersebut diterapkan prinsip
penyebab dominan (proximate cause) dan penyebab tersebut dijamin
didalam polis tetap saja PT. Jasaraharja Putera Cabang Padang akan
menolak klaim yang diajukan oleh tertanggung, kerena itu teiah diatur dalam
polis asuransi kecelakaan diri (Pasal 2 ayat ! huruf a).

2. Dokumen-dokumen yang diperlukan hilang

Apabila dalam penerapan prinsip penyebab dominan (proximate
cause) dalam menentukan suatu menyebab kerugian dan penyebab kerugian
tersebut di jamin di dalam polis tetapi sebagai tertanggung yang akan
mengajukan klaim kepada penanggung, maka tertanggung harus mampu
membuktikan kerugian yang dideritanya dijamin dalam polis dan
tertanggung juga harus mampu melengkapi semua dokumen-dokumen yang
diperlukan pada saat mengajukan klaim.,

3. Penyebab kecelakaan tidak dijamin didalam polis
Apabila suatu kecelakaan terjadi dan prinsip penyebab dominan

(proximate cause) digunakan dalam mencari penyebab kecelakaan tersebut

74




tetapi penyebab kecelakaan tersebut tidak dijamin dalam polis maka kalau
tertanggung mengajukan klaim penanggung akan menolaknya.
4. Kadarluarsa
Pengajuan klaim harus sesuai waktu yang telah ditentukan, apabila
pemberitahuan itu baru diterima penanggung lebih dari 180 (seratus delapan
puluh) hari setelah kecelakaan terjadi maka penanggung bebas dari
kewajibannya membayar santunan/ganti rugi mengenai kecelakaan itu
karena klaim yang diajukan oleh tertanggung tersebut telah kadarluasa.
Walaupun penerapan prinsip penyebab dominan (proximate cause) dalam
mencari penyebab kecelakaan dan penyebab kecelakaan tersebut diatur
dalam polis tetap saja penanggung akan menolak klaim dari tertanggung
karena klaim tersebut telah kadarluarsa.”
Upaya mengatasi hambatan diatas yaitu tertanggung harus berkata jujur
tentang keadaaannya, harus membaca dan mengerti isi polis, mengetahui apa saja
yang dijamin dan tidak dijamin didalam Polis Asuransi Kecelakaan Diri No:

JRP.0093.002 dan mengetahui semua syarat-syarat yang diperlukan saat

mengajukan klaim serta melampirkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan.

* Wawancara dengan Bapak Suko Untoro selaku Kepala Seksi Klaim & Umum PT
Jasaraharja Putera Cabang Padang. pada hari Kamis Tanggal 25 April 2013,
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BAB 1V

PENUTUP

A.Kesimpulan
Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya
dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Proses Penyelesaian Klaim Asuransi Kecelakaan Diri pada PT. Jasaraharja
Putera Cabang Padang, yakni sebagai berikut ;

a. Tertanggung wajib melaporkan/memberitahukan terjadi kecelakaan
kepada PT. Jasaraharja Putera terdekat dalam waktu 3x24 jam. (Pasal 3
ayat 2 Polis No: JRP.0093.002).

b. Mengisi formulir laporan kerugian yang telah disediakan dengan
melampirkan :

1} Uraian mengenai kecelakaan oleh pejabat/instansi yang berwenang,

2) Uraian mengenai kesehatan korban dari dokter/Rumah Sakit yang
merawat serta membawa bukti kuitansi asli biaya perawat dan
pembelian obat (untuk cidera luka-luka) dan surat keterangan dokter
mengenai cacat tetap yang diderita korban (untuk cidera cacat tetap).

3) Uraian mengenai identitas korban/ahli waris korban (bila korban
meninggal dunia) serta membawa bukti peserta asuransi, surat
keterangan kematian dari Rumah Sakit dan bukti jati diri ahli waris

yang sah,
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2. Penerapan Prinsip Penyebab Dominan (Proximate Cause) dalam Penyelesaian
Klaim Asuransi Kecelakaan Diri pada PT. Jasaraharja Putera Cabang Padang,
sebagai berikut :

Pihak Asuransi PT. Jasaraharja Putera Cabang Padang dalam prakteknya
mencari Penyebab Dominan (Proximate Cause) dari suatu kejadian itu
merupakan tugas bidang klaim yaitu Bapak Suko Untoro (sebagai Kasi Kiaim
dan Umum), Bapak Aswir (sebagai Pegawai Administrasi), dan bapak Shandi
Elfindri (sebagai Honorer bagian klaim), tidak ada tim khusus yang dibentuk.
Dalam mencari Proximate Cuuse dari suatu kejadian, pihak bidang klaim
tersebut akan melakukan survey langsung kelapangan. Ada beberapa hal yang
dijadikan tolak ukur oleh pihak bidang klaim dalam menerapkan prinsip
Penyebab Dominan (Proximate Cause) ini saat melakukan survey lapangan
yaitu;

a. Hasil Wawancara
b. Hasil Survey ke Rumah Sakit
¢. Polis Asuransi Kecelakaan Diri No: JRP.0093.002

3. Beberapa hambatan yang muncul saat menerapankan Prinsip Penyebab
Dominan (Proximate Cause) dalam penyelesaian klaim asuransi kecelakaan
diri yaitu :

a. Sering terjadi perdebatan antara tertanggung dengan penanggung dalam
menetapkan penyebab dominan yang telah mengakibatkan kerugian.
b. Lokasi terjadinya kecelakaan tersebut jauh dari kantor PT. Jasaraharja

cabang Padang maka pihak asuransi akan meminta bantuan kepada kantor

cabang lain




Dan dalam hal penyelesaian klaim oleh tertanggung ada beberapa hambatan
yang muncul, yaitu :
a. Pengemudi kendaraan bermotor tidak memiliki SIM (Surat Izin
Mengemudi)
b. Dokumen-dokumen yang diperlukan hilang
¢. Penyebab kecelakaan tidak dijamin didalam polis
d. kadarluarsa
Upaya mengatasi hambatan diatas yaitu tertanggung harus berkata jujur
tentang keadaannya, membaca dan mengerti isi polis, mengetahui apa saja yang
dijamin dan tidak dijamin didalam Polis Asuransi Kecelakaan Diri No:
JRP.0093.002 dan mengetahui semua syarat-syarat yang diperlukan saat
mengajukan klaim serta melampirkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan.
B. Saran
1. Untuk Pihak Asuransi
a. Dalam mempromosikan produk asuransi, pihak asuransi harus
memberikan semua informasi yang diperlukan kepada tetanggung apabila
terjadi kerugian yang dialami oleh tertanggung. Pihak asuransi harus selalu
menanamkan budaya kerja perusahaan sebagai yang tak lain adalah ethos
kerja tinggi yang didasarkan pada lima landasan yakni: Jujur, Disiplin,
Tangguh, Cermat dan Santun.
b. Di zaman moderinisasi ini tingkat kecelakaan sangatlah tinggi karena
berkembangnya teknologi yang bisa membahayakan nyawa seseorang,
alangkah baiknya jika PT. Jasaraharja Putera mensosialisasikan secara

terus-menerus apa yang dimaksud dengan kecelakaan diri dalam sebuah
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asuransi. Dengan itu masyarakat senantiasa mengetahui betapa pentingnya
asuransi kecelakaan diri itu.

¢. Batasan yang memperoleh asuransi kecelakaan diri adalah suatu prosedur
yang sudah tercatat dalam PT. Jasaraharja Putera, sebaiknya PT.
Jasaraharja Putera dapat mensosialisasikan batasan memperoleh santunan
agar masyarakat lebih berminat menjadi peserta asuransi.

d. Alangkah baiknya PT. Jasarahatja Putera dapat mensosialisasikan kepada
tertanggung penerapan prinsip penyebab dominan (proximate cause)
dalam menyelesaikan klaim yang diajukan oleh tertanggung,

2, Untuk Pihak Tertanggung
Diharapkan pihak tertanggung pada saat bergabung dengan pihak asuransi
harus membaca isi polis terlebih dahulu dan memberi tahu penyakit apa yang
diderita, apabila terjadi kerugian maka pihak tertanggung tahu apakah
penyebab kerugian tersebut dijamin atau tidak dijamin didalam polis dan

mengurus semua dokumen yang diperlukan dalam mengajukan klaim kepada

pihak asuransi.
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Kota Padang yang diadakan oleh :

Nama . RETNO WULAN SARI

Tempat/Tanggal Lahir :+ Padang/26 September 1991

Pekerjaan :  Mahasiswi

Alamat di Padang : JL.Semangka No.320 Purus Kebun Padang

Maksud Penelitian :  Untuk Bahan Skripsi

Judul Penelitian/Survey/PKL : Penerapan Prinsip Proximate Cause Dalam Penyelesaian
Klaim Asuransi Kecelakaan Diri Pada PT.Jasa Raharja
Putera Cabang Padang

Waktu Penelitian 1 3 (tiga) bulan

Lokasi/Tempat Penelitian/Survey/PKL : PT.Jasa Raharja Putera Cabang Padang
Anggota Rombongan :

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak dibenarkan menyimpang dari kerangka dan maksud penelitian,

. Sambil menunjukkan Surat Keterangan Rekomendasi ini supaya melaporkan kepada Kepala Dinas
/Badan/Instansi/Kantor/Bagian/Camat dan Penguasa dimana sdr. Melakukan Penelitian/Survey/PKL
serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah penelitian,

. Mematuhi segala peraturan yang ada dan adat istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.

. Selesai penelitian harus melaporkan hasilnya kepada Walikota Padang Cq.Kepala Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik.

. Bila terjadi penyimpangan atas ketentuan di atas, maka Surat Keterangan /Rekomendasi ini akan
ditinjau kembali.

acange 12 Februan 2013

Pimpinan PT.Jasa Raharja Putera Cabang Padang.

.Wakil Dekan I Fakultas Hukum Reguler Mandiri Unand Padang.
Yang bersangkutan.
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Nama : Retno Wulan Sari
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Fakultas : Hukum Reguler Mandiri

Judul penelitian :Penerapan Prinsip Proximate Cause Dalam

Penyelesaian Klaim Asuransi Kecelakaan Diri Pada
PT. Jasaraharja Putera Cabang Padang

Telah melakukan penelitian di PT. Jasaraharja Putera Cabang Padang dan
mengumpulkan data-data yang diperlukan sesuai dengan judui penelitian
tersebut diatas

Demikian penyampaian kami, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan
terima kasih.

PT.JASARAHARJA PUTERA
CABANG PADANG

Drs. Kamiluddin Syah. M

Kepala Cabang T

PT. JASARAHARJA PUTERA
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Paaal |
KECELAKAAK DAH AKIBATH YA

| Yarg dimakeesd dasgan “kecolakaan® Iaflah wuaty kelsdian
yang tdak weduga, dalangrya darl uar, dengan hekarasan,
balk eecara phinik smapun kimia; tduk dle engaja; peryebabe
fyahana tadihal menimpadini Tararggung yang vekeiiva iy
rargakitatian bks, cacal, meninggal dunla, yang ciial dan
Lrmpatnya dipal diertukan oleh dokter,

2. Yang dlainggap sebagai kecelakaan yalu

L. Katacurun karens lerbrup gas atau uap beracun, kecuali
hatatinan karanadengan s engaja sleh Teclanggung diper.
Qurakanobatbive, Zal-2at lainyang dapal diangha akibal-
P8 yang bunk staudipergunsk anays ohal-obatan dalam
ot kala yang peluas-fuasnya.

b, Pecfangkikan dengan zat-zat yaog mengandung hama
p«y-&hohgahllbat Terarggung dangantidak tenga.
beralobidatam ak dldu zat-zal laln yang bersilal cair stau

€ Matl henas atay lerbertam,

4. Teraaing dlempat tumd karena bbncana dard tyar, s al.
fya kamm kape!, pendaratan daroral, dan kerumuhan,
Wwtapl tamye vejauh nkibst Tectanggung kelaparan, ke-
hakan atau ketitangan tena ga.

0. Mengehusrhan tenags leslaky kual, yang seketika tu pula
rranimbulkaniuks datam, YTrg cifat dan tampatiys dapat
dentuhan oheh dokior, .

L Tedachi yangal pinggang (embags) alau radamg kandung
wral, .

X Yarg dlanggap sebhagai skibat hecolahasn yainrs
& Masikrys hatna penyakil balh xsketka Ny juga maupun
kernadian, dalare huka yarnd tarjadi karena hecelskaan
dimarg tHat dan kemoalrya dapat ditertukan sleh dakter.
b. Beambahrya peyatd yang ditebabkankecetakaankare.
™ perawaian yarg diperntatkan alay diberkan dohter,

L Yeng tidak peteah dianggap sobayai hecolakaan,

A Akbatakbal slay mat vhrrya afergenon alaw hams hama -
petiyakit dalam al kata seluas-haaatrya, Eepesti misabya
hoolkoorts, typhest, parathjpue, dyserdrie dan bolulisme.

b. Pengabatan dengan obat.obal réuk dipergunakan diluai
o didasbam, yang diakukan stas badan Teranggung
Mauv yang diskuhsn oleh Terlanggung slay badanmya
pacnful, ok B pergobalan Lniuk Ao rratulhan
Slelmemparcantin ditl yang umutya dialankan dengan
Edad rruminla nasihal dokler alau aNi kecardican yarg
berippan,

S Yerg tekathaf Tdan dianggap sebaga akibat heeaiakpan

e~ yakz Mmasuhnys hirma permadit tepent pembangkif malaris,
“riwh byplua® vimear . arla® dan peryakit tid

harea gl L ; e
R

KECELARAAN KECELAKAAK YANG TOAK TEAMAZ X
FERTAMGOI s S

1. By Terorpourg :

a Mmmm-mmwmwhm
meerriid SIM Surat I Mergewmrh} yang tah

b Turt secta clatam taky brias Lthea, Lecual fha Tertang-
urg menjadi pecuanpang sah dalam pesawal terbang
barencior yang tslsh dipedenghapi yniuk pthganghudan
POTUMOAAG, waldu pas awat du dipakai uniyk prengangi.
aa rang demmiklan hu sleh Peras shaan Pentbanganyang
rampurmysd Irin uniok kU stay sieh Perzahian Pert.

© barganHegata, .

€ Tund perta dalam kegltan olaheaga berbataya saper|
Urju, gulal, harate, silat, fudn, Fulitneu, rugby, shi ax, diving,
caving, ktung feram, trrjun puyng, mendah) Junung jdia-
s 2,500 meled], membury binstang bussfbesar, bt laysr
reorang dirl, berdatih alau lurt sasla dalam pedlombasn

tapanat; ghesan dengankuda.kuda, sepeda.

& Motakiban hejfahatan alav ok sera dafam hefahalan,
mahs Penanggung fidah wajib membayat santunan/s mi
vl mngenal kecolakaan yang mbul dan halhat pu,
hecuad wlah dipesjangikan Lain

2 Diaamging hu Petunggung Juga tidak wajib membetkan
sanhuran/gant rugl mengeana) hecelaksan;
A Yanrg menimpy Tetanggung harena menghuditatinan alay
mar{alanhan tugas dalam kemifioran hecuali jka felab
“ dipetiarfian tain tanpa mengutang! apa yang dilstapkan
datamayst b pasad inl
. Kecetakaan ying dleetabkan peiang, stau keadnan yang
dapat disamakan dengan Ity karens d?norgmukannya
uniauauullll-lhtpeperanganlaim harena pendoduban
mRAUh, paang siudaca, pembetartakan, hurg hata, 1in-
dakaneiindakan sabay atacrizior, ditshannya Terdanggung
dalamtampal uwananstau pangasl ganhaienadeg i
st kirena dlaksanakan secara f2pal alay Udak tepay
sualu parmah dei Pejabal-pefabat dlau instans} helen
Laraan, lpl, kehakiman, kepolishn atay politik ysng diam.
bil sehwbungan dengan kesdaan leckebit dinlag miay
+ berhubung dengen Bahaya yang ahan tmbt,
¢ Kocolaksan-hocatahnan shibal gleh &tdu renkeiinli alom,

-

- Kecuall[ics lalah, dipaijangian lain, maks Pananggung lidak
wai]lb mambarikan damunandgand! iugl dalam hat
& Kn:nrlkun-hclhlmnynm divebabkan alau patiadidy
@4 karara Terlanggung mengataml panyahll, cacst badan
staukasdasnysngluarblica balk tohan mavpun jasmani,
b. Bertambah batatrys akibaj-akial hecolakaan katens
pemryahl Tetangoung sepertl Penyskil pus, peradaran
datsh yang kueang balk, pembuluh datah takst, budanys

w

Salu mata Fea mata yang in lertinpa kecelakasn,
Keterduanind idak bedshy, Fra headaan yang dimakswd-
kanhulelah ditebabhan heceiakaan yang Binyarg men.
jadi anggungan Perarggury.

Uaduk burd (hernia), kepanasan, kedinginan daa peayakl
Pam yarg divebabkan okh hatl'panat, tidak mendipal
Lantunan,

4, Peranggungtidak wali Pstmbaysr §aniLnan/ysaliog ik
s Onghol-ongkos Bang dibuat umiuk mencegah alaumengu-
tangl hieruglan, Fa lidak gipetanjian tain.
b Mecelahaan-kecelakaan dinskibal-ahbat kecalshaan yarg
dizebatkankas stsbannerat, denganyengals stausengs

4 bersyarsl alau dengan pretselufuan Teranggung atau

oring yurg berhak menetima santunanvgant fugl,

Apa yang ditetaphan syt b ind lidsh berlahu univk kecela

kaan alau shibat kecetihann yang disebabhsn:

l.. Karens Tefangguag menalankan tugas yang terma.
buk pekerfaanyang diteranghan dalam S ertilhal,

I, Karena Teranggung mencoba meryelmatkan difngs,
orang ofang kin, hewan-hewsn atau barang-bacang,
rtatmempertahankan ata mefndueglogs, secar sah,
dengan lidak mengurangl apa yang diletapkan ayal 2b.

Pasald
KEWAADANKEWASIDAH TEATAHGGUNG
JIKA TEAJADL KECELAKAAR .

1 SetetahTedangpung karens hacetakaandatl, tukasdaan,
dimans pada Umurnys seteorang hana minta persiongan
doktef, lervtama karens seaudah kecalakaan la selurohnys
alay sebaglan tidei dapal mekaktkan pekedaan, Tertarg.
gung wajib minta parlolongan dokler, Fka karens kecalakaan
¥ang £3ma fluberkab-kafi bmbul keadzan yang demiklan, slay
telidakmampuan bekera ke pert dimaksud diatas nl, rnaha la
wapb besbual demibian puls.

? ommmuq__!'g%!_r@meuh Ltk perama kalj celelah
kecelaka anlERdTdmminta perolongan doker, becelakaan iy
harrs dibertabukan kepads’ karier Penanggung lerdekal,
dengan membecitahukan puta lempal dimana linggal Tertarg-
gung, Jika karena kecelakaan yang sama hu Jugs perawstan
gohter, selefah sementara dibentikan, dirmulai bgi, maka
dutam eaktu 24 jambal o hars dibe flabok demiklank
peta, Datarn hal hecetihaan mermebabhan kemattan, kal duy
hatue dibstabuban dengan tegers (dstam 24 jam) hepada
Perurggung. -

3 ika perberbabue e beenbal, Penungoureyg desgan lidah
Metfmjrangl 8pa yang ditetapian datam aral 4, Peranggung
berhak menggantunghan gand Aant rugl kepada bkl
Babus tidak ferjadi hathal yang skan dikemukakan oleh
Fendnggueg yang selurun alau sebagiarey s dapat membre-
bashan Peranggung darl kewajibannya, Waliupun selatah
Cibawa bkl seperd dimabsud datas Prramgung masih
bevhak taphan batea .

4 Jba pembecaiuan itu bary deenma Perangoung kebiy dact
I\lﬁo [serstin detapan poiub] had telelah hecelsk 3

ung hetas dan kewaftamnys membayar ganiunan

ganii rugl genal hecelakasn &y, Kot yang sama

Jugs bertahumenganal kevalibanunduk membayar santunary
ganil rugt setenfutrya, s dafamwaktu 160 {retatuy delapan
puluhy hard p dokler dimedal tagl, pembrett

Lahuan tentang hat ku bebam dilerima Fenanggung.

=

Segalaketeranganysrgdiminta Paranggung harus dibarlian
telekas munghin, tecara lenghsp, dergan telill dan tazua
dangan kejadian yang sebanarrya, 4

i

6. Terlanggung hatus memaial perdokongan dakter alau peta

At yarg barsMal medis yang dlsksanakan dengan cara.

cata bardasaskan tenu bedohlaran, dan Tartanggung tdak

boleh melakukan betuaty yang dapat menghalangl peoyem:
buhan afau pomufihan hesehalanmys,

1. Pada setlapmHuM:md[blonkummnkepada dohler
¥ang diluriul oleh Penanggung uniuk mengadahsin premrih.
sasakepada Tetanggung dan sepaniang lidak bartenizszan
dengan debler yarng meiawal Tertanggung sebelumoys, Ter
tanggung wajih menuttings,

dlka Tenanggung ¢ slama wakiula mash g akh sabapai ykibat
kecelakan meninggalien lempal Urggainye yang lerakhl
yanglelah diberlishuknnkepada Penangqung untuk lebihden
ujwh mrl'bndurull-lmu, maka hal ltu hatus dibediabuban
dengan segets hepada Penanggung dengan membetilahy:
kan puia lompat inggal yang bary,

Jika pemindahas Ny tarjadi dengan Udak ads perisljuan
Pefunggung, maka pegats hak aiss lsfangan mengenal
akibaleakinat kecalansan yang (Imbul selama Tetlanggurg
Hdah berada.di-tiipat Unggalrys yang dimaksudhan tadi,
menjadi balal. Peranggung bethak membar petaelfuan de.
NYAR Syatsl-gyaral yang tarienty,

Jina Tertangging menlnggal dunla, majs yang bethak mena.
tima saniunan wajlb momber| banluannys, Jiks hatitu difngin.
kan aupaya doktet yang ditunjuk Pananggung dibar! kessme
patan untuk mengadakan pamerlissan fodyal {olopeh, dan
[ikea pedy hubean dibuks, dan segata yang bethubungan
dsngan hal(srasb menjadl boban Pananggung,

1o.JrIu\ewapban-kownﬁhnnyar\gIembmpanﬂ aysi 1,5,8,7 dan
8 panat Il ¥dak dipeauhl, maha 1egale hak atas samtunany
gant ruglmenjad! balal

Pusal 4
PREMI DAN OHGKOS.ONGKOS

1 Yang dimaksud dengan premi dan enaghos-ongh
vefumiah ang yangwjib dibayar plah Terargg
Peranggung danmerupakanhat penanggung sekb
pergatiban dilke yang Mnghin aban oidena Te
kepada Parangguryg.

2 beenlah premt dan prghot orglos FETDrany el
menutut janghe wallu teremy hagem dibiyar dim
33l Pervtupan inf gisepanali olah Secfua baltah
hag-mana leres plum dalsm Halaf-sha iy pemiba

1l l'ellarugguﬂg:hbarumura}bcll.\luselz:l-lhnterr\eicll
efighos dibayat.Prernddanopgm;qnghn.i;ai(erut
tangyal perlanggimngan Ini mitai ber sha, Tangg
fanggung akan betakhin, fka dafam wakty 30 igap
stlelah preml dan orghos-angkos Meryadi fer
ditunasl oleh Teranggung,

4. Pernanggung idak wajib mengembaliean prag, sel
Sebagiancmya Secuakdalambal-tal parg Gy s etid da
S ayat 2 dan 4 pasal [ni pasal 12 ayat | ¢

Pauals
KEGLATAR GRANG YAHG BELEH TAMGGUNG

1 Jika TeHanggung mulai menfalankan pekarjaan tain
Yang giterangkan dalam Sertifkat dan alaw Marlu
gungah dan atauw sejens, Terarggung buares mem|
kan hepada Penanggung.

2. Jira wek Pefanggungan atas pekerjann baey du,
Bung meminla premi yang lebin terdah alay Ldah
kan yvaral-syaral pembatas pareg tebil b rox darip
berlaky Lntuh pertanggumgan atas peketjaan baw
rejat Penanggung menerioa pembeditybuwian b,
kebin rendah can perptaan ¥ang febilt rrengude
shan berdaku. Kelebhan VNG premi yarg dalam
dibays: hepada Peranggung akan diperhdungkan
uang premi yang mas i akan dibay e

2. Jiky utuk peranggungan atas peheraan yang ban
fanggung meminla prem Yang kebih brggi alsu me
Tyaral-ayatsl pembalas ptau sysral-sy arat Mngus o
Yang beraky ik petanggrmg an atas reherpanys
b, maka praml yang kebik brgl Jean bedahy
Peranggung rrererims pemberiahuan, batwes Tertal
telFu dargan prea yang lebih linggi 8, 1edrnghar
$Y. Al pembalas yang lebih keras AU mwdai berla
wa o Teranggung sl merfalarhan pekedua
baru, Selama Perangguag beivn meresing pembe
lendarg diselguaya keraikan i, mak 2 funls
arggungan dianggap lelah i Al g irrbit &
federnikian fupa, hreigd prem yanl h‘—ﬂ:t-ey at
hrmila e periaty ity mengielar asas e riaan bafiy
A3 Detdm s ttein pe ag it s
FERCC S s pahdm o D o P
TN QLA A=Y PRt ta s ot ras
AL wpkl jargak g YRR TRt s Ara
peimibarg, :

£ ks atas pehefiaan karg g Feragyirg ndie me
Peranggungan meskipun aEngin tyaral fomates o
falkhisuz, dandergan premi yang kb lmagi, maba P
gung harya bartang gung jawab atas krcetakaan b ec
yang menimpa Tertanggung diluar pehesiaan yang bat
pal haii ke B (defapan) setetah Penanggueg menjana
berkahuan lenlang percbaban peberjasn duhepada T
gung. babwa peclanggumgantidah dagat rdangsirgia
PAds wakiu ftu pEManggungan becasnir, kecuall fin
dipetiarfikan lain Premi pedamggunyan hars dia
bampal hatifersebua, kelebihan premi pang lelsh dierin
Penanggung skan dixembalkan,

5. Teranggung yarg tidak menjalarnkan pekeifaan dal
kals sebenarnya, sepert Mizalitya MabaslswaPelefa
nya Aumah, lerhadap Pelanggun it i dirandang s
otANg yang menfalinkan pelerfaanfuga, Lhduk mere
Protemasa hendaun gacat yang letap ma cam pehesjas
dipeihatinan, heolah ragaan dijalankan gleh 12mang
armalit dianggap termazuk JERENjarume A, TANA peia
pefahwan paral i bedavy puly ik h=olah r2gas
damiklan ify.

Pasal g
PEMINDAISAH

Sesudan Teslanggung tidaw AUy e sl g ral
Indarasia 13 hanos mambesitatigs an bt b epada Pe
gung, berhubung dengan beiakhin Pyl du ANEIMe
12 wyal | g,

Jika Tedanggung plndan, mal au sein s fng kin
diberitabukan kepada Pemangqueg deng ar maibertal
PU dengsn cermay alamaings yang taius Pemtenital
pemberitabiuan yang dikititnoleh Penangguing kepada ai
¥aAm dibethahuhan terakbi; ity dhan durg gap lelah dit
eleh Terlanggung. Tanda terima dari swat lefcatal gia
sebagaibubli, bahwa Sutalitudengan s g simgaut
dikirim olen Penanggung.

Paval
CARA MEHGHITUHG $ AR 1L HA MG AN TEHUGH
DALAM HAL TENUA DI KEML TIAN

Jing Terlanggung PRIl durnd Saae e e sale ol
Blaulebin, Fenanggung Ml Pl bard, ¢ YAl dap
teiah dilataphan wram Yormatian




2. Jumishsanburandant nugl b dikurangt dengan jumiah san
bnanfang fugl unéuk keadaan cacattelapuntuk kacetakaar,
hecelakaahy yung tama #u Jugs, sskedar talah ditetapken
procontass unbuk By pesal dengan pasal 10 syat 2 dan
dangan Lang Mude yang lefah dibayar atas ganiunangantl
tugltersebed, Fra padawakiu Tertanggung meninggal proten
laa4 My betum ditstaphan,

Pasasla
CARA MEHGHITUKG 5 ANTUNANAGANT] AUGH
DALAN HALTERDAPAT KEQDA:AR CACAT TETAP

1, Yo dimakewt dengan cacal lel.af: ndalah bits sesucahs ary-

potabadan sabagaimana dimaksudkan dalam aysld prsatind
hilarg atar bdak dapat dipergunakan tamas sskall dan Bk

depad

T
Ls £

2 Jika Teranggung datam keadasn caeat tolap sobagal akibat
dazlkacotikann, maka Penanggung skar By ar taplun-
anand ngl yang danggungnya ntulr hat iy, tehurubeiya
sy eshaglannys, sesual Bngkal eacal tetapaya,

I . 'l

3. Dalamhabhal yang beelkud pelatu dianggap lerda pplkeadamn

atsl yung lotap, dan unfuk By akan dbayar plosentate

prosertate dafljumiate jumnlahy ang dia nog ung mehunut da far
ying barkut |

Hlsrgnya Kanan L]
(untk orang  {ytkprang
. kidal ki) Widal kanar)

=Kedua torgan atau kedus kak) 100%
« Satu beegan dan g atu kakl 1o0%
:‘:ngl‘.hhn dal kedun mata 100%
« Aka! buali sehurubeys dan tidak dapal Co

perbub yang manpebabkan Iidalcp

dapal mebikukan sualu pekedjaan 100%
Lengan dad sl baku Jox 6%
sLergandad stay dlatay pendi sl £5% 5%
Teargasdad stau dlatas gandi

pergelingan tangan 0% 0%
+Ealwhak] So% So%
s Pengtnatan dati satu mala 0% 0%t
I Jasi tangan F13 4 2%
+ Telunjuh Bingan 15% 10%
K elingking Langan L[> T 5%
+Ji engah slau p rmani tangan 0%, 51
sTap-tap-Jad Paki 5% 5%
«Pendengaran pada kedua belah.telings 5%
+Prrefenguas A tahtelinga p,50% ko

I "‘Q ]1 by LY S '
4. ks irggetifaterstadlavapt il tadan dtasuatalindipe

. temebe*vhaf Ihlang otk 1 ebagladiya stay untk sebagh
mlmm dipakchl " ji: akah dibayar sebagisn dari
pwm.fgghmmmnwm
Laigran redond W FTE erhad ety ey nicmicak

g, dlary dlaar petarey i TR y ST
o o SN hedA Iy s R TUR T T T B
SOoR ik L3t-wht hazet b

S, Jis lebih dad datu Jan hisng. stau idak dapet dipatsl ki,
maks dans gartunanigant rugl pang dibedian untA tu tdan

Ao relebid Jumlah yang lelah ditetaphan untuk kehilangas «

angan pehaubnpa, -

&, Jiks keadaan cacat yang telap disbabkan karena hathal
¥irg lerasbud eyal 3 dan 4 pasal Inl, pedanghan pebakam
jadi kecelakisn tudah Ads kesdaan eacat Gdak
telanay Ry, maks dana santunanipant rugl yang diberlban
akan didasarioun atas pethedaan p L t
keadaan cacal tetelah dan v ebelum Ledadi

Tt

tdak porrah skandbayatebh dad pada satu kaljumishuarg
yang dithreg gurg. Wakly, €hdiryg proserfate beadsancacal
yang lelap Bu kecslakasn-kecelahaan budipandang tebagyl
sahy kocelsknan sajo

Pealy
PERHITUKGAH BIAYA PEHEOBATAN DAK
AAWATAN DOKTER

1, Jika karena kpceltiaan hana diheluarkan blaya-blays untuk
pergobatand doliter, Penanggung akan menggare
¥ tlaywblays dimaksud sefingghingglys seper yang ter:
cantum dafam Sedifikat din sau Katu Pedanggungan dan
alaynbjents, Boberapd keelabaanyang sdatanghut patrya
fatu sama by datam hat i ekan dlanggap skbagal c2ly
kacalakaan safs, yarg beradi pada wakid lerjading s kectla-
kaan portarma,

¥, i det 1ad A i Lalamdan "
Yarg

g ¥a peng
yslu hanys blaya-blaya pergobatin pedolongan pest
pads hecelakain, Baysbioys dobter, Baya anghutan darl
Ismpatkecabkasnkerumshsakt tardehal, blayarawatan dan
peagobatan palama i fumad cakl dan kengan atau bunghai
buslanyang maajadiperidesrens kacetikaan by eng diafan-

. kanatas peritah doler, blays berobal fitan dan Baya han
whtasl dokter,

dokter

3, Biwyablays yang dikebarkan celelsh had ke 355 gotalah
ecjad! kecolikasn Bdak mendapat sartunandgard rugl dar
Fonarggung.

4, Ssohrandfgapt fugl petanrgqunganuntub penggardan blays.
bays pengobatan dan awatan dokief kb, adatsh tabagal

tumbahan dan §dak dineangban dard sanhnanigang rugl
perlinggungan Lnfuk kematian atau cacat leap,

S. Biayw-blaya yang Lreebul pada ayat 2 pasal ink ahan digantl
sohediy belak metanggur bates. batay yardg s epatubm, untik
bal fana akan dperbatian pua kedudukan tertanggung
dalsm macysrakst

Paesl 12
HAK ATAS SANTUNWAMAGANTI RUGT e

1. Hakatay santunanigand rugl havens hematian madsd tedaky
pads wakty Tefanggurg menlnggal durss,

2. Hah #ins el barena cacat badan yang etap
sl berako pada wakty distapkan prosentase hesdaan
eacal yarg lelap menenhuban besarry y nntunangard pugl
yung shan dibeelan Prosentasa bnj dielaskan dengan plan
pofurding Attt AMa-£4ma Bt deng anmengiogal 2o pang
diteds plan datsa m pasal § 5, gedeiont morgiin setelah lercapal
koadaan, dalpm mans dengsn patutrya lidah dap et dasngha
b, talwa Teanggurg slan merirggsl dalem sakty L]
buban

gant rugl, yung karerw bomatan ddak dierina, harys dapat
diperhitunghan merund pecaturen pasal T ayat 2.

3. Hak alat santurantard rugl untuk blays-tlays pangobatan *
dun rawatan dokier mulat bedakur pada saed Bays blays by,

dibuat

4. Datam hat korban ieninggal dunls, maks yang berhak 3las

dara yardunanyiend rugl sdalahjarctamyadudary s yang sah,
datam bal idsk adapndaryaidudnirs yang pah, maka snak-
erakrys yang esh, dalam tal keduaoye tidak ada, maka
kepada & ang barya yang sah R

jadinga Lee 3
Gelaphansesunl dengan peraiwan-partaran syatd, 4dans
parat il : '

"

Y. Jika supa kesdaan cacal yang tetap tdak termasuk dahat
dihamah |, prosenisse akan ditetaph Imbang deng
Letidak mampunn Bekeds latn yamy dapal dilakukan olen
Teanggung barhubung dengan kecakapannya dan kedu-
dukannys dalam masyarahal

8, Jita lerdapal cacat yang 1slap neperll termahsud agal 7,
danghan sabatum faeudi kecelakann tudah ads asdasn
eacal geperl lotmakeud ayat 7 pausl Ini tetapt yang Udak
sekeray My, maks dana aanlunacdgant! rugl yang dibetitan

5. Jiu AN wadlt sebagaimana barsebul dslamuyat 4 datas telah
manirggal dunls maks dana santunan dberiin kepads ahi

2. Dalam hat cacal tetap alaucodora;
L Beils acara Folisi stau Pejabat-laln yang buerwsnarg
lentang kecelatuanyany merirpa Tedarcaowy,
b. Sursl kelerangan dokinf tortarg cacal letapAcodata yung
diderka Terarggung. .

3. Unluk blaya pergsbata nforawstan dokter -
&, Berka sears Polic] sfav Polabet! laln yargy
lerlang kecalalasa yarg menimps Terargaueg, ¢
b, Kwhansi asB slay blayn yang Lelah dikslilvban uen
famatyn/pergobalandoklo }o.a Terumg yung Leloh monge-
huarhan blaya unlik .
£, Sural-sural bubd lalnyamg diangg ap perdumeniond keadaan

Pasal 42
BENAKHIAKYA DAK PEMBATALAN PEAYARGG UHGAN

1, Peitanggungan barya berdichir dalam hal sebagal peyling

i, Selalah TeAunggung slau Pensrpgung membedatuian
akan menghendkaneya pada penghablan saaltu gedang.
Quigin

b. Eelalah Penarggung mombariahokan 1kar riwnghartd.
kaneya pads suatu gaat dbelakang had yang dilerbkan
olehPananggung e mprerha Lk o mabdos parghern-
Ear dad coburang-kurangrya B [delapan hast -~
P emibe itatuan ahah mengha ikan perangg g an op.

-t beemaksied ayat a pasal inl hanes dlakvhan ceogan sured
tereatat dan dengan memperhatican waklu dari Sekutang-

kurangnys 3 (Yga) butan .

& Gotelsh Tertarggurg membariabukan ahar mwnghord-
Neanys pada naly saat dbalakang har yarss ditertuian
olehrrya,

L Jiza Terwnggung subeguivsungguh dalam besduan,
cacal yang elap,

M, Jieh Terlarggung lena fmenerus mesde fia peryakl
yang metans, atau mergalami ginggunan pen atag
cacai badan yang hebat, tehinggs b o mavwne
v et elamg- s et ng Sidak dapat merjalanie an padar-

panma, -
Y Jka Tertanggung bensmwr 65 (enamputut Lera) biwn

st kb, . .
Qatamhad-tal mana uang preml pang telsh dibary of kapacda
Peranggurg dengan tidak berudang shan dhembaiben
kepada Tertanggung recars prosata .

d. Setelah Perarggurg mamberiathukan 1han mengherd-
Larrwya pady auahy sl dibelihang had yang math skan
denbdan glebrya bareng lenyata, batwa Terungoury
BLIAU yarg berbal ma neiirta cantunan/gant rugl dengan
membe atay mambed ketetangan yang bdsl
berat, e lab LA LI T OB e b, P rurg-
Mu’!ﬂ Membaystesrturanigart ol yareg rrereka b
titak bechah menetioa .

. Pads wakhi Tertargqung meninggal durdia.

3
k:
4
;

-3
N Py Terargoung mergsan pefedamrya pmie) haoga
L Pats doksy Tetangpurg o ercian bk umae s

| Padta sast Tetargguryg dryslskan pail dalem tnghal
Pergadian peniama

k. Padawaktu Tedangoung i cakdlingatn s Law Gitatan

" dibawah pergampuan.

L SetelahpremiBdadibayar, sspedtidietashan dnhf:!pual
4

2. Pedammmﬁ:ﬁﬂdummmnm peamictaan Terting-
quogy 34al safa dengan LbA Penangguag dersgan syre-
yarat yang akan dielapkan febh bhrjut

3. Pertanggungan menjadl balal Fex pada saal perrdos 4 Poks
Il dlskukan, Tadanggung Lelah memberban kewrisgan
yang (sl benar aldy meryernburyhan Loter argan pang
sehirusys daetabd Perangging, yarg apabila dhetabud
1abelumnya Peranggursg Udak aken menuup asursndd bl

warls pahtalay s secase berbama-same yang ditetapkanoleh
Pojabat yang barmeaang.

8. Pervindahan alas daima orang lakn alay pengg sdatan hik-hak
yang timxd darl peranggungan bel, stsu panggantisn orsng
yng borhak atay santorandgant fugl dargan orang el tidak

prrvyal kekustan hubum srhadap Penang gung sebalbum
olah Penanggung ditberfatuhan secars bariidy, babwa Pe.
ranggung mengelsha atan hat M Usng mubs yang Lalah
dibay st kepada orang yang berha i menerdma bunfang antebe:
hon b digant) dergan orang laln, disnggep telah dibaywr

aban didasahan stat perbed LI Y date-p Y
Lase haadasn tacal telap hu setetah dan pabshun (efjadinya
kecelskaan

lil}

‘0, Sk pruaty becelakaan ményebabian kesdasn eacatysng
felap mentrt |, dan pula misny ebabkan keadasn cacat yurg
talap menig 1], skan dilelsphan surly proesrmiase manuest i
unluk headuan easal yang locgabung My, terbitung semats.
rald maniru pecaturan-patsturan ayat 7 dan @ pagal il fadl
dergun Gdak memardang rupa kendsn cacal yang lelap
{yaitul dan ). Yang dibayar dalam hality, paltupertima-tema
prosenlasa manurd |, Disamping Hu dibayst prossntssa.
prosentase manurud | dan !l bersama-eama sdalsh huany
dutpada prosentase nenuna it makaying dibayar hanyalah
PiosemasE-pIOARIRESS menund | dun i,

10, Jika baberapa ROCOliadn berama-aama menyebathan
Maadian cacat, yang lotap yang plocentasenya belum dite-
tapian menurid pasal 10 aysl 2, mata uniuk headann easal iy

hapada orang-orkng yang munggantings,

7. Hah alas saciurangant fugl bardasarkan parianggungan inl

meorfadl batat; apsbila dafam wakly 50 (tamblanguhdy) harll

faklag Hp bagal dimabsuddalam aya

1 'alnl 2 dfarlma dan depakall olah Penanggunyg bdak
ahealok dengan suatu pansgihan

Paaal 11
BUKTHBUNTI SURAT YAKT HARUS DILAKPIRKAN
UHTUK MEMPERCLEH SANTUNAN/MANTI AUGI

1, Dalam hal kematian:

& Garka scara Polsl alay Pejabal yarsy berwerang tenlang
hecelaknan yang manimpa Teranggueg, _

b. Kepdusan Hakkm alau papabat latn yang berwenang len
g parnluas sb weails,

£, Surabaal halatnrgan doktar atavw pemeng prija stau
bkl (410 yang dlanggap patlu quaa mangeaahkan fakts
hamatian Toranggung dun schab-sabab hamatian

dengan syanrt-ayari yang vama,

. Passl 13
SERTIFIKAT ASUAANSI HAH KARTU PER TANGGUHGAN
SEBAGAI TAHDA BUKT

o Uptuk sotlap Peralupan parangpungen, Peraggurg mertrbi-
kun SacUfkat dan alaukepsda maping-masing Pose ria tlilb-cliun
Kartu Perlanggung an stau 1¢jenis yang merupahan bagian dail
dan lunduk pada syarsl-syaral dalam FPoks Ind,

Pasal 14
KETENTUAH KHUSUS

1, UntuA eliho kemalisn dan cacsl lalap yanyg didesita Terarg-
gurg tigak berlahy primin Indemntes Lebagsimana pade
sturandl Weraglan,

2. Terhadap biaya penpobalan dan peiawatan dioretiakuhan
primip Indermnlas .
Peral 15
PERYELESAMAH MENSELISHIAN

Apobitalarjadiperentaiban retiagaiakibat pelakeana anperling:
gurganisl, skan disslasalien nacarn musyswarsh, d A0 spabls
derganfslnmuryawarshidah dapal dicapal, mahy pcnyeiecal:
aniys mhan dinfiban ke Pangaditen Heged sasual b#lortumn
Huliuen Acard yeng berlaku



ALAMAT KANTOR PUSAT / CABANG

KANTOR PUSAT
Wisma Raharja, JI. TB Simatupang Kav |, Cilandak Timur,
Telp. (021) 788 44444, Facs. (021) 788 41234,
JAKARTA 12560

KANTOR CABANG :

- B T

Jakarta, J.Mampang Prapatan Raya No.100 Jakarta Selatan - Telp.(021) 798 8952, 798 5454
Bandung, JI. Soekarno Hatta No.689 A - Telp. (022) 731 5678, 731 5779
Semarang, J.. Imam Bonjol No. 151 - Telp. (024) 354 6067

Surabaya, JI. Pangeran Diponegoro No.96-98 - Telp. (031) 561 9584, 561 9586

" 'Medan, Ji. Gatot Subroto No. 142 KM 5, 2 - Telp. (061) 845 4023, B45 8331

Palembang, JI. Kapten A. Rivai No.18 - Telp. (0711) 366 705, 367 649

Denpasar, JI. Hayam Wuruk No. 202 - Telp. (0351) 223 077, 235 120

Makassar, JI. Dr. Sam Ratulangi No.77 - Telp. (0411) 856 648, 877 B44, 870 970
Banjarmasin, JI. Jend. A. Yani No. 363 KM 4.5 - Telp. (0511) 262 033, 262 044, 255 407
Menado,Ji. Jend. A. Yani No. 25-27 - Telp. (0431) B46 282. 842 451

Pontianak, JI. Sulan Abdurachman No, 101 A- Telp. (0561) 748 831

Banda Aceh, JI. Teuku Urmar No. 350 - Telp. (0651) 43235

Bandar Lampung, JI. Wolter Monginsidi No. 220 A - Telp. (0721) 471 270

Pf\dang. JIl. H.R. Rasuna Said No.1 - Telp.(0751) 21359,

Pekanbaru, JI. Jend. Sudirman No. 285 - Telp. (0761) 26913,

Balikpapan, JI. Jend Sudirman No. 31 - Telp. (0542) 766 081, 766 082

Yogyakaria, JI. Magelang No. 7 - (0274) 521 140, 551 233

Ternate, JI. Hasan Esa No. 48 - (0921) 326 971

Jayapura, JI. Sam Ratulangi No. 32 DOK Il Bawah - Telp. (0967) 536051

Jambl, JI. Prof. DR. Sri Soedewi No. 19 - Telp. (0741) 624 30

Bengkulu, JI. S. Parman No. 64 - Telp. (0736) 242 50

Kupang, JI. WJ. Lalamentik No. 72 A - Telp. (0381) 212 42

Batam, JI. Yos Sudarso Komplek Baloi Point B | No. 4 - Telp. (0778) 431 229, 431 230
Mataram, JI. Majapahlit No. 60 - Telp. (0370) 637 838.




JASAR

LAPORA

Model LK. 1

JP)

!

AHARJA PUTERA

Frutectar far Profeciion

N-KECELAKAAN

(Asuransi Kei n Dirl/Asur

Dalam Perjalanan d lam

ans! Pelayanan Umum/Asuransi Kecelakaan Dir

inan Tambahan Kecelakaan Penumpang Umum)®

PENTING !

Halaman pertama Formulir Laporan Kecelakaan s
Kantor Cabang atau Perwakilan Jasaraharia Puter

gera dlisi lengkap apabila terjadi kecelakaan dan dikirimkan ke
terdekat, paling lama 3 x 24 Jam selelah terjadi kecelakaan

a

Uralan Kecelakaan (Untuk diisi ol2h yang

bertanggung jawab)

Pada hari jam
n | F—
sehingga menimbulkan korban : Meningga

Identitas Korban.

Nama
Jenls Kelamin
Umur

Alamat

Tempat & Tgl. Pembayaran Prami
Nomor Kupon/Bukti Pembayaran

Tempat Korban dirawat

Marnmatah
14 erp 1
WL -

[nstansi berwenang/ Pengelola

Tanda Tangan & Cap

* Coret yang tidak perlu

tanggal
selelah terjadi kecelakaan yang disebabkar

. Laki-lakl/ Perempuan

Dilsl sesuai dengan kenyataan yang sebenar

ai;
tgl 2
Yang melaporkan/ Tertanggung,
Tanda Tangan/ Cap Jempol
{ Nama




3. Keterangan Kesehatan Korban

Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa pada tanggal ..................

telah memeériksa korban yang disebabkan ............cooccoviiienenn
-...... Sesuai dengan Laporan Kecelakaan diatas

Nama korban
Jenis kelamin ©Laki - laki/Perempuan
Umur

Alamal

Keadaan korban . Mati/Cacat tetap/Luka berat/Luka ringan (corel yang tidak perlu).
Cidera yang diderita korban AR R OB i i e e A P RO e oo

Diagnosa R e R R .

Tindakan pertolongan yang telah/akan dilakukan terhadap korban :

Tindakan pertolongan Tempat Waktu [
|

Pertolongan pertama di I'al
-Tindukan Operusi dl | 2/t |
|
-Perawatan di fy s/d |
|-_Beruh;u jalan di Tel ' s/d :’

SR i
Tanda tangan dan Cap Instansi
(Nama dan JADATAN v.ovveits vt veesee oo )
CATATAN :

Dalam hal korban mengalami/menderita cacat tetap, dibutuhkan Surat Keterangan Dokter tentang cacat tetap yang
diderita, atau tingkat (%) penurunan fungsi dari pada anggota tubul yang mengalami cacat tetap tersebut.

4. Keterangan Ahli Waris

(Hanya diisi apabila korban meninggal dunia).

Identitas Ahli Waris

Nama I F—

Jenis kelamin . Laki-laki/Perempuan

1 S eaaises s ors B e s I — DR
Hubungan dengan korban e e N Y.

(* Lampirkan Surat Nikah dan atau Kartu Keluarga, Surat Keterangan Ahli Waris
dari Instansj yang berwenang dan KTP yang masih berlaku),

Mengetahui, ok inasrurstvessanprsnsasnsnansanor UL cipnensesnsssndsssaniniiis
Pamong praja / Instansi berwenang lainnya Tanda tangan / Cap jempol
Tanda tangan & Cap ahli waris,

(Nama .........

- (Nama .....




